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ABSTRAK 
A.Rachmi Dwi Putri ( B 111 11 007), Tinjauan Psikologi Hukum 
Terhadap Efektivitas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan dalam Pembinaan Anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar  dibimbing oleh Andi Pangerang 
Moenta dan Hasbir Paserangi. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peran psikologi dan 
hukum dalam proses pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan dan 
(2) memahami efektivitas dari UU No.12 Tahun 1995 Tentang  
Pemsyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. 
 Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB 
Parepare.pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis 
kualitatif deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran psikologi hukum 
dalam pemenuhan dan perlindungan hak bagi anak warga binaan 
pemasyarakatan harus mendapatkan perhatian yang serius. Anak 
sebagai investasi bangsa perlu mendapatkan bimbingan dan 
layanan yang utuh tanpa mengabaikan kondisi psikis atau 
emosional anak, sebagaimana diketahui bahwa delinquency hadir 
karena pengaruh lingkungan seperti keluarga, pendidikan maupun 
sosial masyarakat sehingga tidak memandang secara diskriminatif 
terhadap anak hanya sebagai pelaku tindak pidana namun 
memperlakukan anak layaknya korban yang membutuhkan sebuah 
bimbingan baik dalam hal pendidikan formal maupun moral  
keagamaan. (2) UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
dianggapbelum efektif untuk dijadikan acuaan dalam hal melakukan 
pembinaan terhadap warga binaan, yang walaupun ada pasal tertentu 
yang mengatur tentang pembinaan anak namun belum efektif dalam hal 
praktek penyelenggaraannya. Haruslah aturan tentang anak lebih spesifik 
dan khusus mengenai bagaimana sistematika penanganan dan 
pembinaan anak serta bagaimana memaksimalkan tenaga Pembina 
kemasyarakatan agar bisa lebih efektif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang mengalami 
perkembangan dan kemajuan di segala aspek kehidupan. Sebagai 
Negara yang sedang berkembang, maka akan timbul dampak positif dan 
negatif terhadap masyarakatnya. Tidak terkecuali terhadap kehidupan 
hukum yang terjadi di masyarakat. Saat ini tindak pidana tidak hanya 
dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh anak. 
Olehnya itu, diharapkan perangkat hukum yang tersedia mampu 
mengakomodasi segala pemasalahan hukum yang melibatkan anak 
sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban dari tindak pidana. 
Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, 
anak sebagai generasi penerus harus dapat tumbuh dan berkembang 
dalam suasana yang menyediakan sarana dan prasarana yang dapat 
menopang kelangsungannya, sehingga kelangsungan hidupnya, 
pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai 
gangguan dan marabahaya yang dapat mengancam martabat dan 
integritas serta masa depannya dapat tersedia sebagaimana mestinya. 
       Tegasnya perlu perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak 
adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan 
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bangsa untuk selama-lamanya1. Sehingga sudah seharusnya dan menjadi 
tanggung jawab bersama agar terhadap mereka senantiasa dilakukan 
upaya-upaya dengan mendidik, merawat, membina, memelihara dan 
meningkatkan kesejahteraannya, pendek kata perlu upaya berkelanjutan 
dan terpadu. Karakteristik yang ada pada anak-anak tidak tepat bila 
dipersamakan dan dipersatukan dengan orang dewasa, mereka 
memerlukan perhatian secara khusus, mengingat anak memiliki 
karakteristik di mana kondisi fisik dan mentalnya belumlah matang. 
Pemahaman terhadap keberadaan dan peranan anak telah mendorong 
semua pihak untuk mencarikan dan mendesain upaya-upaya yang harus 
dilakukan terhadap anak. Masyarakat internasional telah memberikan 
perhatian khusus, utamanya terhadap upaya yang harus dilakukan untuk 
memberikan perlindungan terhadap anak.  
Di Indonesia perhatian terhadap anak (khususnya anak bermasalah) 
telah mendapat bentuk yang semakin jelas dan termaktub dalam 
kebijakan legislatif, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada 
tanggal 30 Desember 1995, dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan pada 
tanggal 30 Juli 2012. Selain itu Pada awal abad 20 pendekatan psikologi 
terhadap kejahatan anak mulai diterapkan. Banyak variasi yang 
                                                          
1 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1989 hal.2. 
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mengemukakan dari semua pendekatan yang ada termasuk konsep 
penurunan mental (mental defisiency), gangguan berpikir (psyciatric 
disturbance), dan faktor dalam diri yang dimiliki seperti rasa malas, marah, 
tersinggung, dan sebagainya.2 Hal ini menjadi bukti bahwa psikologi 
memegang peranan penting di dalam dunia hukum itu sendiri. 
       Diharapkan implementasi kebijakan legislatif yang merupakan bentuk 
perhatian khusus terhadap anak tersebut dapat dilaksanakan dengan 
baik, terutama (dalam konteks penulisan ini) terhadap penanganan bagi 
anak bermasalah khususnya anak pelaku tindak pidana, sehingga anak-
anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang untuk mencapai 
kematangan dan kedewasaannya, yang pada gilirannya tetap dapat 
berperan dalam memberikan kontribusi demi kondisi yang diidam-idamkan 
di masa depan Indonesia. 
       Upaya penanganan dan penyelesaian perkara terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana, setelah melalui proses peradilan masih banyak 
lembaga peradilan (hakim) yang memilih alternatif pengenaan sanksi 
pidana, maka dengan telah diundangkanya UU Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan dapat memberikan jaminan 
yang lebih baik dan pengambilan putusan yang lebih adil, arif dan bijak. 
Dalam perundang-undangan tersebut anak pelaku tindak pidana 
(narapidana anak) diberikan perlakuan khusus dengan menempatkan 
                                                          
     2 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67 
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mereka pada Lembaga Pemasyarakatan yang terpisah dari narapidana 
dewasa, sehingga proses pembinaannyapun akan dapat dilakukan secara 
khusus, untuk kemudian dapat diharapkan setelah selesai proses 
pembinaannya (bebas), anak tersebut dapat kembali ke masyarakat 
sebagai anggota masyarakat yang baik, yang telah menyadari 
perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.  
Walaupun dalam kenyataannya anak yang berhadapan dengan 
hukum, khususnya di Lapas kelas I Makassar berada di dalam satu 
lingkungan yang sama dengan orang dewasa, meskipun ada pemisah 
antara blok anak dan dewasa tetapi tetap saja tidak mampu untuk 
mengawasi secara penuh komunikasi dan pergaulan antara narapidana 
anak dan dewasa. Dalam kondisi ini dengan sendirinya anak dapat 
beradaptasi dan terpengaruh dengan hal-hal yang ia terima selama 
berada didalam tahanan. Keadaan seperti inilah yang dapat memberikan 
dampak bagi anak sehingga tujuan dari program pemasyarakatan itu 
sendiri menjadi kurang terlaksana dengan baik. 
       Atas dasar hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
kajian secara ilmiah tentang Pola Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana 
dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia, dengan mengkaji implementasi 
dari kebijakan legislatif yang telah diundangkan, sehingga akan diperoleh 
suatu gambaran dan bentuk yang jelas dalam pelaksanaan pembinaan 
terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah diputuskan melalui proses 
pengadilan anak sebagai anak didik Lembaga Pemasyarakatan. Yaitu 
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pola pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, yang mampu 
memberikan gambaran tentang penanganan terhadap anak pelaku tindak 
pidana, sehingga anak itu dapat menyadari atas perbuatannya, untuk 
kemudian tidak akan diulangi dan justru sebagai batu pijakan, pelajaran 
berharga dalam proses memperbaiki diri. Dan pada akhirnya setelah 
selesai menjalani pembinaan (bebas) dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat dan dapat ikut aktif berperan dalam 
pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana peran psikologi hukum dalam proses pembinaan anak di 
Lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar ? 
2. Bagaimanakah efektivitas UU No.12 tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan berkenaan dengan proses pembinaan anak di 
Lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini, antara lain: 
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1. Untuk mengetahui dan memahami peran psikologi dan hukum dalam 
proses pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar 
2. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas dari UU No. 12 Tahun 
1995 Tentang Pemasyarakatan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar 
b. Kegunaan Penelitian 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis 
maupun praktis, sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 
memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu 
hukum pidana, khususnya hukum pidana anak, serta dapat menjadi 
tambahan khasanah referensi kepustakan ilmu hukum. 
2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 
memberi masukan pada para penegak hukum dan pihak yang 
berkompeten dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap anak 
pelaku tindak pidana, serta sebagai masukan bagi pihak yang tertarik 
meneliti pada bidang yang sama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Psikologi Hukum 
1. Pengertian Psikologi Hukum 
Sebelum diuraikan pengertian psikologi hukum, penulis terlebih 
dahulu akan menjelaskan terminologi tersebut secara terpisah, mnegingat 
metode kajian disiplin ilmu tersebut yang berbeda. 
Pengenalan psikologi pertama kali sebagai ilmu pengetahuan yang 
otonom dan berdiri sendiri terjadi pada akhir abad ke-19, yang pada waktu 
itu masih menjadi cabang ilmu pengetahuan filsafat dan psikologi juga 
sering menjadi sudut kajian sosiologi. Dalam perjalanan sejarah yang 
sangat singkat psikologi telah didefinisikan dalam berbagai cara, para  ahli 
psikologi terdahulu mendefinisikan psikologi sebagai “studi kegiatan 
mental” 
Kata Psikologi mengandung kata psyche yang dalam bahasa 
Yunani berarti “jiwa” dan logos yang dapat diterjemahkan dengan kata 
“ilmu”. Dengan demikian, istilah psikologi dapat diartikan sebgai ilmu jiwa. 
Namun demikian menurut W.A.Gerungan terdapat perbedaan yang 
mendasar antara ilmu jiwa dan psikologi, yaitu: 
1. Ilmu jiwa merupakan istilah dalam bahasa Indonesia sehari-hari 
dan dipahami setiap orang sehingga kita pun menggunakannya 
dalam arti yang luas karena masyarakat telah memahaminya. 
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Sedangkan kata psikologi merupakan suatu istilah ilmu 
pengetahuan yang bersifat ilmiah sehingga kita 
menggunakannya untuk merujuk kepada pengetahuan ilmu jiwa 
yang bercorak ilmiah tertentu. 
2. Ilmu jiwa kita gunakan dalam arti yang lebih luas daripada istilah 
psikologi. Ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan, 
tanggapan dan juga meliputi segala khayalan dan spekulasi 
mengenai jiwa itu. Psikologi meliputi ilmu pengetahuan 
mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan 
metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana disepakati oleh oleh para sarjana psikologi masa 
kini. Istilah ilmu jiwa merujuk kepada ilmu jiwa pada umumnya. 
Sedangkan istilah psikologi merujuk kepada ilmu jiwa yang 
ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern. 3 
 
Berdasarkan definisi di atas, mempelajari psikologi berarti mengenal 
manusia darlam arti memahami, menguraikan dan memaparkan manusia 
sebagai individu dan social serta berbagai macam tingkah laku dan 
kepribadian manusia, juga seluruh aspek-aspeknya. Psyche (jiwa) adalah 
kekuatan hidup atau sebabnya hidup (anima), tingkah laku pada manusia. 
Setelah membahas mengenai apa esensi dari ilmu psikologi, 
sekarang akan dibahas mengenai hukum itu sendiri dan eksistensi ilmu 
psikologi dalam hukum. 
                                                          
3 DR.W.A.Gerungan, Psikologi Sosial.Refika Aditama; 2004, hal 1 
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Adanya hukum senantiasa menggerakkan daya pikir manusia 
sehingga timbul pertanyaan: apa arti hukum? Untuk menjawab pertanyaan 
ini para ahli hukum akan memberikan definisi tentang hukum. Akan tetapi 
belum pernah terdapat definisi hukum yang memuaskan. Apa yang ditulis 
oleh Kant lebihdari 150 tahun yang lalu “Noch suchen die juristen eine 
definition zu ihrem begriffe von recht” yang berarti bahwa para juris masih 
mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum, masih tetap 
berlaku, karena hukum bukanlah gunung atau kuda yang setelah 
didefinisikan kita dapat melihatnya. Demikian juga Van Apeldoorn  
berpendapat bahwa definisi hukum itu sangatlah sulit untuk dibuat karena 
tidak mungkin untuk mengadakan sesuai dengan kenyataan. 
Secara umum, hukum adalah seperangkat aturan baik yang tertulis 
(dibuat oleh Negara yaitu antara Presiden dan DPR) maupun yang tidak 
tertulis (living law: hukum yang hidup dan tumbuh dalam suatu 
masyarakat) yang dijalankan oleh yang mengatur maupun yang diatur dan 
masing-masing mengakui daya keberlakuan dan mengikatnya aturan 
tersebut. 
Pengertian psikologi dan hukum yang telah disebutkan di atas, penulis 
berpendapat antara psikologi dan hukum dari sudut kajiannya adalah 
keduanya mengkaji gejala-gejala sosial, hal ini jika menilik kembali 
pengertian hukum secara empirik. Keduanya memfokuskan diri pada 
perilaku manusia, yang berusaha menyelesaikan masalah serta 
memperbaiki kondisi manusia. Craig Haney menyatakan bahwa psikologi 
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bersifat deskriptif dan hukum bersifat perskriptif. Artinya psikologi 
menjelaskan tentang bagaimana orang berperilaku secara aktual, hukum 
menjelaskan bagaimana orang berperilaku, tujuan utama ilmu psikologi 
adalah memberikan penjelasan yang lengkap dan akurat mengenai 
perilaku manusia, tujuan utama hukum adalah mengatur perilaku 
manusia. Dalam arti yang lebih idealistis, ilmu psikologi menurut 
Constanzo, 
“terutama tertarik untuk menemukan kebenaran sedangkan sistem 
hukum terutama tertarik untuk memberikan keadilan”. 4 
 
Berdasarkan keterkaitan kedua terminologi tersebut maka psikologi 
hukum dapat diartikan sebagai studi psikologi yang mempelajari 
ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma 
hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan 
yang dideritanya. Dalam kondisi yang demikianlah maka diperlukan studi 
psikologi terhaadap hukum yang disebut psikologi hukum. Menurut 
Soerjono Soekanto, Psikologi hukum adalah studi hukum yang akan 
berusaha menyoroti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala 
kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap 
tindak pidana tersebut. 
Pada Negara yang memiliki sistem hukum common law seperti 
Amerika, juga membagi penerapan psikologi dalam hukum. Kelimpahan 
                                                          
4 Mark Constanzo. Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum. Pustaka Pelaja, Yogyakarta. 
2008. Hal 12 
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penerapan psikologi dalam hukum sesuai yang dikemukakan Achmad Ali 
dibedakaan dari sudut pandang apa yang diistilahkan: 
1. Psychology in law, merujuk pada suatu aplikasi spesifik dari 
psikologi dalam hukum. 
2. Psychology  and law, digunakan untuk riset psikologi terhadap 
terdakwa, para polisi, pengacara, jaksa dan hakim. 
3. Psychology of law, digunakan untuk merujuk pada riset psikologis 
terhadap isu-isu seperti mengapa orang menaati atau tidak 
menaati hukum tertentu, perkembangan moral, dan persepsi serta 
sikap publik terhadap berbagai sanksi pidana. 
4. Forensic Psychology adalah penggunaan psikologi dalam proses 
pengadilan. 
5. Neuronscience and law adalah suatu kajian baru tentang keunikan 
pentingnya pengaruh otak dan saraf bagi perilaku manusia, dan 
karena itu bagi masyarakat dan hukum.5 
2. Ruang Lingkup Psikologi Hukum 
Adapun ruang lingkup psikologi hukum menurut Soerjono Soekanto 
yaitu sebagai berikut: 
1. Segi psikologi tetang terbentuknya norma atau kaidah hukum; 
2. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum; 
3. Perilaku menyimpang; 
4. Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku. 6 
                                                          
5 Achmad Ali. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Kencana, Jakarta. 2009. Hal 
179 
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Ruang lingkup psikologi hukum sebagaimana tertera di atas 
merupakan tanda dari suatu perkembangan di dalam cabang-cabang ilmu 
pengetahuan hukum sekaligus juga mneunjukkan perkembangan di 
bidang psikologi, psikologi hukum tergolong psikologi khusus, yaitu 
psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari 
aktivitas psikis manusia.  
 
B. Batasan dan Pengertian Tentang Anak 
       Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum 
untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang 
dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih 
berorientasi dan menitikberatkan pada batasan usia dalam memberikan 
pengertian tentang anak. Secara umum berkembang pengertian anak 
secara variatif, seperti dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang 
memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil.7 Dalam 
kepustakaan lain, anak adalah keadaan manusia normal yang masih 
muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil 
jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.8 
Sementara menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih 
di bawah umur usia dan belum dewasa serta belum kawin.9 
                                                                                                                                                               
6 Hendra Akhdiat. Psikologi Hukum. CV Pustaka Setia. Bandung. 2011. Hal 131 
7 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Batavia; 1976, 
hal 735 
8 Kartini Kartono, Gangguan-Gangguan Psikhis, Sinar Baru, Bandung, 1981, hal 187. 
9 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Armico, Bandung, 1983, 
hal 25. 
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       Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia 
mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing 
ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak 
di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari 
pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. 
       Dalam hal fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, 
dapat diuraikan bahwa: 
1. Masa kanak-kanak, terbagi dalam: 
a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua 
tahun. Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum 
mampu menolong dirinya sehingga sangat tergantung kepada 
pemeliharaan ibu.. Pada umur ini terhadap anak terjadi beberapa 
peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaanya, seperti 
disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara. 
b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu umur antara 2-5 tahun. Pada masa 
ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai 
berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai 
terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada umur ini anak-anak 
sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu 
diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan 
kasih sayang serta stabil. 
c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun. Anak pada 
fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap 
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memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang 
cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama serta berkumpul 
tanpa aturan sehingga biasa disebut dengan gangage. Pada tahap 
ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual. 
2. Masa Remaja antara usia 13- 20 tahun.  
Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam 
segala bidang, pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, 
kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa ini disebut juga 
sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang 
anak, pada masa tersebut merupakan masa goncang karena 
banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang 
seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang 
dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal. 
3. Masa dewasa muda, antara umur 21 sampai 25 tahun. 
Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat 
dikelompokan kepada generasi muda. Walaupun dari segi 
perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betut-betul dewasa, dari 
kondisi ini anak sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan 
ideologi masih dalam proses pemantapanya. 10 
        Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan 
seorang anak, memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan 
psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak Nampak 
                                                          
10 Zakiah Daradjat, Faktor-Faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan 
Generasi Muda. Bina Cipta, Bandung, 1985, hal. 38-39. 
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adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun 
dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Atas dasar hal tersebut seseorang 
dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi 
hingga masa remaja awal antara  16-17 tahun. Sedangkan lewat masa 
tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai 
adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan 
propaganda seperti pada masa remaja awal. 
      Sementara apabila dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat 
Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun 
diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun 
perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia 
sematamata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan 
social dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa 
apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan 
yang dapat mendukung penampilannya. 
       Dikemukakan oleh Ter Haar, bahwa saat seseorang menjadi dewasa 
ialah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, 
meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk 
berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang 
berdiri sendiri11. Selanjutnya Soedjono, menyatakan bahwa menurut 
hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan 
                                                          
11 Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan 
Remaja, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977. hal. 18. 
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tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.12 Dari pendapat Ter 
Haar dan Soedjono ternyata menurut hukum adat Indonesia tidak terdapat 
batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap  
sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum 
dewasa. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, Pemerintah Hindia 
Belanda mengeluarkan Staatblad No. 54 tahun 1931, yang isinya 
menyatakan antara lain, bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, 
maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa 
indonesia, ialah: a) mereka yang belum berumur 21 tahun dan 
sebelumnya belum pernah kawin; b) mereka yang telah kawin sebelum 
mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali 
lagi di bawah umur; c) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah 
perkawinan anak-anak. Dengan demikian barang siapa yang memenuhi 
persyaratan tersebut di atas disebut anak di bawah umur (minderjarig) 
atau secara mudahnya disebut anak-anak.13 
       Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh 
masyarakat adat, dapat dilihat dari ciri-ciri: 
1. Dapat bekerja sendiri (mandiri); 
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bertanggung jawab; 
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.  
                                                          
12 Soedjono Dirjosisworo, Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana, Tarsito, 
Bandung, 1983, hal 230 
13  Ibid. 
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       Dengan demikian, nampak jelas bahwa yang dapat dikategorikan 
sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan kepada usia yang 
dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya 
seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial 
kemasyarakatan dimana ia berada. 
       Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar 
dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti 
yang dilakukan orang tuanya. Pada umunmya mereka dianggap telah 
mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. 
Di samping itu mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannnya, 
oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah 
seorang anak diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa. Oleh 
karena itu apabila seseorang belum dapat memenuhi kriteria tersebut, 
maka dia masih diketegorikan sebagai seorang anak. 
       Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan 
antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan tidak 
dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam 
pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal 
perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang 
dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya tanda tanda 
perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang 
pria dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang 
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dialami oleh orang dewasa. Sedangkan bagi seorang wanita dikatakan 
sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau mensturasi. 
Dalam pandangan hukum Islam seseorang yang dikategorikan 
memasuki usia baligh merupakan ukuran yang digunakan untuk 
menentukan umur awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam 
kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain terhadap mereka yang telah 
baligh dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam. 14 
       Dari sisi yuridis, seperti dalam lapangan hukum perdata akan 
dikaitkan dengan persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti 
masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan 
sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan 
anak dan lain-lain. 
Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 
memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah 
seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih 
dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun 
telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 
tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang 
yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan 
dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat kelima 
dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian.  
                                                          
14 Zakiah Daradjat, Remaja Harapan dan Tantangan, Ruhama, Jakarta, 1994, hal 11. 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), 
tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 Undang-
Undang Perkawinan disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak 
pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 
umur 16 tahun. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah 
seseorang di bawah umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan di bawah 
umur 16 tahun bagi seorang perempuan. 
       Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan 
kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, 
namun apabila kita teliti beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur batas anak, juga terdapat keaneka 
ragaman. 
Menurut Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila 
sudah mencapai 17 tahun. Sedangkan menurut Pasal 287 KUHP, batas 
usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. 
       Dari kriteria tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan 
pertanggung jawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (di 
bawah umur) adalah apabila belum mencapai umur 16 tahun. Hal inilah 
yang membedakan keadaan seseorang termasuk dalam kategori sebagai 
seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. Batas usia tersebut 
dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 
tahun. 
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       Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang 
Kesejahteraan Anak), memberikan pengertian: anak adalah seorang yang 
belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan 
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara 
anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
       Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. 
       Dengan demikian, maka pengertian anak atau juvenile pada 
umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang 
belum dewasa, dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan 
perundang-undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan 
seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dari sudut manakah dilihat 
dan ditafsirkan, apakah dari sudat pandang perkawinan, dari sudut 
kesejahteraan anak, dan dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu ada 
pertimbangan psikologis, yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. 
       Batas umur minimum ini berhubungan erat dengan soal, pada umur 
berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dihadapkan ke 
pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang 
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dilakukan. Sedangkan batas umur maksimum dalam hukum pidana 
adalah untuk menetapkan siapa saja yang sampai batas umur ini 
diberikan kedudukan anak (juvenile), sehingga harus diberi perlakuan 
hukum secara khusus.15 
Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, secara tegas menyatakan 
bahwa:  
"For the purposes of the present Convention, a child means every 
human being below the age of 18 years unles, under the law applicable 
to the child, majority is attained earlier".(Yang dimaksud anak dalam 
Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, 
kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak 
ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal). 
 
Sedangkan menurut SMR-JJ 58, menyatakan bahwa: 
"Juvenile is a child or young person who under the resvektive legal 
system, may be dealt with for an offence in a menner which is different 
ftom an adult.” (Anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang 
menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai 
pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang 
dewasa). 
 
Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Penyimpangan 
tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, 
disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari 
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua, telah 
                                                          
15 Made Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, IKIP 
Malang, Malang, 1997, hal. 8 
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membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat 
yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. 
       Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, 
asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, 
penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua 
asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan 
lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan 
pribadinya. 
       Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dalam menghadapi dan 
menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu 
dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang 
khas. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua 
dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab 
terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak 
tersebut. 
Untuk itu di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak ini secara limitative dirumuskan tentang 
Pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1 angka 2 bahwa anak yang berhadapan dengan hukum 
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 
tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih rinci 
dijelaskan pada angka 3 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang 
selajutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
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tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana. 
       Namun demikian, tidak semua anak nakal dapat diajukan di depan 
sidang pengadilan anak, mengingat kedudukan anak dengan segala ciri 
dan sifatnya yang khas maka terdapat batas umur minimum bagi anak 
yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
pasal 21 sebagai berikut. 
(1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau 
diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan 
dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: 
a.    menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau 
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan 
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun 
daerah, paling lama 6 (enam) bulan.  
       Selanjutnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
pasal 32 mengenai penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan 
dengan syarat sebagai berikut: 
a. Anak telah berumur 14 (empat beas) tahun atau lebih; dan 
b. Diduga melakukan tidank pidana dengan ancaman penjara 7 (tujuh) 
tahun atau lebih. 
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Sedangkan pada pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh  anak sebelum genap 
berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke siding Pengadilan 
setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan 
belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, 
Anak tetap diajukan ke sidang Anak. 
       Dalam proses pembinaannya, diatur bahwa anak-anak tersebut 
dikategorikan sebagai anak didik pemasyarakatan, sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 
dalam Pasal 1 nomor 8, yang Anak Didik Pemasyarakatan adalah: 
a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan 
menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 
(delapan belas) tahun; 
b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan 
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak 
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 
c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 
memperoleh penetapan Pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak 
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
       Dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan mengkategorikan seorang anak baik anak 
pidana, anak negara maupun anak sipil adalah mereka yang memperoleh 
pendidikan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
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Dengan kata lain ketentuan tersebut menentukan batas usia bagi seorang 
anak adalah 18 tahun. 
 
C. Tindak Pidana Anak 
       Pengaturan tentang tindak pidana anak tidak terdapat secara khusus 
melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan. 
Disamping itu, istilah tindak pidana anak, dalam kajian hukum pidana 
sebenarnya merupakan istilah yang belum dikenal secara umum tetapi 
hanya merupakan materi khusus dari materi hukum pidana. Sementara 
yang lazim dikenal dalam kepustakaan hukum pidana hanya adanya 
istilah tindak pidana. Di mana Istilah tersebut menunjuk kepada perbuatan 
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan oleh 
seorang yang telah dewasa maupun oleh seorang anak. 
       Dari istilah tersebut, maka tindak pidana anak merupakan gabungan 
dari "Tindak Pidana" dan "Anak", yang masing-masing mempunyai 
pengertian tersendiri . 
       Istilah tindak pidana itu merupakan terjemahan dari strafbaar fiet atau 
delict dalam bahasa Belanda, atau crime dalam bahasa Inggris. Beberapa 
literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat 
dijumpai istilah lain untuk menterjemahkan strafbaar feit, antara lain: 
1. Peristiwa pidana 
2. Perbuatan pidana 
3. Pelanggaran pidana 
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4. Perbuatan yang dapat dihukum 
5. Perbuatan yang boleh dihukum dan lain-lain. 
        Beberapa arti dari strafbaar feit tersebut didasarkan pada berbagai 
argumentasi yang melatarbelakangi muncul dan digunakannya istilah 
tersebut, sesuai dengan pemahaman atas teknik interprestasi yang 
digunakan, sehingga muncul berbagai rumusan atau pengertian yang 
berlainan pula. Sudarto, menggunakan istilah Tindak Pidana sebagai 
istilah lain dari strafbaar feit, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana 
sudah sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima 
oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai sociologische gelding. 
Sedangkan Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana I menggunakan istilah 
Peristiwa Pidana. Dengan alasan bahwa istilah Peristiwa itu meliputi suatu 
perbuatan (handelen atau doen- positio atau suatu melalaikan (verzuim 
atau nalaten, niet-doen negatif) maupun akibatnya (keadaan yang 
ditimbulkan oleh karena perbuatan itu).16 Sementara menurut Mulyatno, 
dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih suka menggunakan 
istilah Perbuatan Pidana. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam 
pidatonya pada tahun 1955, dengan judul Perbuatan Pidana dan 
pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Alasan beliau bahwa 
perbuatan ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu 
yang dilakukan. Lebih lanjut dikatakan: (Perbuatan) ini menunjuk baik 
                                                          
16 Utrecht, Hukum Pidana I, Universitas, Bandung, 1968, hal 18. 
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pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.17 la menganggap 
kurang tepat menggunakan istilah peristiwa pidana sebagaimana yang 
digunakan dalam Pasal 14 UUDS 1950 untuk memberikan suatu 
pengertian yang abstrak. Peristiwa adalah pengertian yang kongkrit, yang 
hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja. Hal tersebut 
sama halnya dengan pemakaian istilah Tindak dalam Tindak Pidana.18 
Di dalam definisinya, nampak Moeljatno membedakan secara tegas 
antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan 
demikian, terhadap seorang tersangka pertama-tama harus dibuktikan 
dulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah memenuhi 
rumusan undang-undang atau tidak. Walaupun perbuatan tersebut telah 
memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, 
namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dihukum karena harus 
dilihat pula mengenai kemampuan bertanggungjawabnya. Apabila 
dianggap tidak mampu bertanggung jawab maka orang tersebut lepas dari 
segala tuntutan hukum. Konsep demikian merupakan konsep yang dipakai 
dalam sistem Anglo Saxon dimana adanya pemisahan antara Criminal Act 
dan Criminal Responsibility. Apabila dihubungkan dengan masalah tindak 
pidana anak, maka terhadap anak yang dianggap telah melakukan 
criminal Act selain perlu dikaji sifat perbutannya apakah sebagai suatu 
kejahatan atau kenakalan (delinquency), patut dikaji pula masalah 
                                                          
17Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 39. 
18 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 54-55. 
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kemampuan pertanggungjawaban dari si anak yang pada dasamya 
kurang bahkan tidak memahami atau mengerti arti dari perbuatannya. 
Dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam 
menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana 
untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidana. Saat ini telah 
muncul kesepakatan diantara para sarjana untuk menggunakan istilah 
tindak pidana, hal tersebut selain telah banyak dipakai dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan hukum pidana, juga telah dicantumkan 
secara tegas dalam konsep KUHP. Alasan yang dikemukakan antara lain 
bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan kepada perbuatan (Daad) dan 
pembuatnya (Dader), dengan demikian tindak pidana menunjuk kepada 
perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang, baik perbuatan aktif 
maupun perbuatan pasif, termasukperbuatan lalai (nalaten). 
Namun ia berpendapat bahwa dalam hukum positif sifat melawan 
hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) bukan sifat mutlak 
untuk adanya tindak pidana (strafbaar fiet). Oleh karena itu ia 
memisahkan antara tindak pidana dari orang yang dapat dipidana. 
       Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 
Moeljatno bahwa unsur-unsur perbuatan pidana meliputi: 
1. perbuatan (manusia) 
2. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang 
3. bersifat melawan hukum 
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       Sedangkan kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si 
pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal 
tersebut melekat pada orang yang berbuat. 
       Mengacu pada kedua pandangan tersebut, dapat dipahami antara 
lain bahwa menurut pandangan monistis seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan menurut pandangan 
dualistik seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum memenuhi 
syarat untuk dapat dipidana karena masih harus dipenuhi syarat 
pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. 
       Dengan demikian secara normatif, mengkaji tindak pidana, maka 
berarti paradigmanya terfokus pada masalah lahiriah, dalam arti hanya 
menitikberatkan kepada perbuatan nyata (actus reus). Walaupun 
jangkauan secara luas dari hukum pidana mencangkup pula pada 
persoalan sikap batin (mens-rea) khususnya menyangkut persoalan 
pertanggungjawaban, namun menyangkut suatu tindak pidana persoalan 
pokok lebih menitikberatkan kepada masalah moral/etika yang erat 
hubungannya dengan masalah kepribadian/kejiwaan (psikologis). 
       Apabila dihubungkan dengan persoalan tindak pidana anak, maka 
persoalan pokok lebih menitikberatkan kepada masalah tingkah laku yang 
lebih erat bertalian dengan aspek kejiwaan. Sebagaimana telah 
dikemukakan terdahulu, bahwa dipandang darisegi perbuatan 
sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana anak dengan 
dewasa, yang dapat membedakan diantara keduanya terletak pada 
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pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan 
motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya. 
       Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka apabila terdapat anak-
anak yang perilakunya menyimpang dari norma-norma sosial, terhadap 
anak yang demikian seringkali masyarakat mengistilahkan sebagai anak 
nakal, anak jahat, anak tuna sosial, anak pelanggar hukum atau Juvenile 
Deliquency. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari 
golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (Criminal). 
       Kejahatan dilihat dari konsep yuridis berarti tingkah laku manusia 
yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun kejahatan juga 
bukan hanya satu gejala hukum. Menurut pandangan para kriminolog 
pengertian kejahatan menurut konsep yuridis dianggap terlalu luas. Para 
ahli kriminologi berpendapat bahwa walaupun terdapat klasifikasi 
kejahatan, namun klasifikasi tersebut sesungguhnya menimbulkan 
ketidakadilan terhadap mereka yang dianggap bersalah melakukan 
kejahatan dan melemahkan stigma atas kejahatan serius, sehingga 
membawa kepada usaha-usaha untuk menyusun klasifikasi baru tentang 
pelanggaran terhadap hukum pidana. Mereka berpendapat bahwa bagi 
kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, dipergunakan 
istilah "Delinquency". Istilah ini mencerminkan perasaan keadilan 
masyarakat bahwa perlu ada perbedaan pertimbangan bagi kejahatan 
yang dilakukan anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh 
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orang dewasa19. Dalam hukum Inggris klasik dikenal adanya pemisahan 
secara tegas antara kejahatan berat (Felonis), kejahatan ringan 
(Misdemeanors), dan pelanggaran ringan (Summary or petty offences). 
Dalam Hukum Pidana Prancis dikenal klasifikasi kejahatan dalam: Crimes, 
delicts, dan Contraventions. Hukum Pidana Jerman mengenal klasifikasi 
kejahatan: Verbrechen, Vergehen, dan Ubertretungen. Adanya klasifikasi 
tersebut didasarkan atas beratnya hukuman yang dapat dijatuhkan 
terhadap pelaku, dengan konsekwensi bahwa terlepas dari persoalan 
adanya sedikit perbedaan prinsip antara kejahatan serius dan 
pelanggaran kecil menurut hukum pidana. merupakan orang-orang jahat, 
melainkan anak-anak nakal saja (Juvenile Delinquency) 
       Dari sisi etimologi, istilah Juvenile Delinquen berasal dari bahasa 
Latin yaitu juvenils yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik 
pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; dan delinqttere 
yang artinya terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya 
menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, 
pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan 
lainlain. Dengan demikian, Juvenile delinquency adalah perilaku 
jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan 
gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang  
                                                          
19 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawaii, Jakarta, 1984, hal.31-33. 
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disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu 
mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.20 
        Makna dari istilah juvenile delinquency terdapat beberapa pendapat 
baik di berbagai negara maupun di Indonesia sendiri serta tidak ada 
keseragaman, maka sebagai pedoman kiranya dapat merujuk kepada 
ketentuan yang diberikan oleh Resolusi Kongres PBB, khususnya di 
dalam SMR-JJ (Beijing rule) yang menyatakan bahwa An offence is any 
behaviour (act or omission) that is fiinishable by law under the respective 
legal syste (Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku (tindakan atau 
kelalaian) yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan di bawah sistem 
hukum masing-masing). Dengan demikian, Juvenile offender is a child or 
young person who is alleged to have committed or who has been found to 
have committed an offence (seorang anak pelaku pelanggaran adalah 
seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah 
diketahui melakukan pelanggaran). 
       Dengan melihat pernyataan tersebut, ternyata Beijing rule sendiri 
tidak memberikan batasan yang pasti terhadap juvenile delinquency. 
Namun demikian apa yang ditegaskan tersebut merupakan suatu 
pemyataan yang sangat bijaksana, karena sebagaimana ketentuan 
terhadap pengertian anak itu sendiri, batasannya didasarkan kepada 
kondisi yang ada pada masing-masing negara. Hal tersebut telah 
memberikan peluang kepada masing-masing negara agar dapat 
                                                          
20 Kartini Kartono, Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja, Rajawali, Jakarta, 1992, hal.7. 
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memberikan pengertian sesuai dengan kondisi sosio-kultural Negara 
masing-masing. 
        Di Indonesia sendiri berdasarkan rumusan Tim Kerja Bidang Hukum 
Pidana dan Acara Pidana pada tahun 1970 telah merekomendasikan 
dalam laporannya bahwa: 
"Yang dimaksud dengan tindak pidana anak/kenakalan remaja adalah 
semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan 
pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya 
merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan 
masyarakat".21 
 
Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, ternyata tidak satu pasalpun yang mengatur 
tentang tindak pidana anak, dan hanya memberikan pengertian terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini secara limitative 
dirumuskan tentang Pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 bahwa anak yang berhadapan 
dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang 
menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 
Lebih rinci dijelaskan pada angka 3 bahwa anak yang berkonflik dengan 
hukum yang selajutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 
(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana. 
                                                          
21 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak Dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta,1983, hal. 17. 
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Karena Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud 
tindak pidana anak, maka dapat diinterprestasikan bahwa tindak pidana 
anak adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang 
dilakukan oleh seorang anak, disamping itu juga termasuk melakukan 
perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan 
perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup 
dan berlaku dalam masyarakat. 
 
D. Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana 
       Dalam paparan sebelumnya, telah dibahas tentang pengertian 
seorang anak yang menunjuk dan berorientasi pada suatu batas usia 
tertentu. Berkaitan dengan pengertian anak tersebut apabila dikaji dari 
segi hukum pidana, pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas 
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana. 
       Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), temyata 
hanya menentukan batas usia maksimum, yaitu umur 16 tahun. Karena 
hanya menentukan batas maksimum 16 tahun, konsekwensinya bagi anak 
yang baru lahirpun seandainya melakukan suatu tindak pidana secara 
yuridis-formal dapat diminta pertanggungjawaban. 
       Dalam KUHP kita tidak memberikan ketentuan batas minimum 
pertanggunjawaban pidana bagi seorang anak. Padahal apabila dilihat 
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beberapa peraturan hukum pidana negara lain, pada umumnya mengatur 
dengan tegas batas minimum dan batas maksimum. 
       Sebagai perbandingan dapat dilihat batas usia yang diatur di negara 
Eropa bervariasi yaitu 16 tahun, sedangkan di Belgia dan Sweden sampai 
21 tahun. Yuridiksi di Amerika Serikat telah menetapkan batas usia antara 
16 sampai 21 tahun tergantung kepada negara bagian, dan sebagaian 
besar negara bagian tersebut menetapkan 18 tahun. Di Amerika Latin 14 
tahun sampai 20 tahun, batas usia maksimum tergantung negaranya dan 
rata-rata menetapkan 18 tahun. Di Asia menetapkan dari 15 tahun sampai 
20 tahun, dan di Jepang menetapkan 20 tahun. Batas usia tersebut 
biasanya dipergunakan sebagai totak ukur sejauhmana anak bisa 
dipertangguingjawabkan terhadap perbuatan kriminal. 
       Di Birma, Cylon, India, dan Pakistan batas usia dari kenakalan anak 
(age limits of juvenile delinquency) antara 7-16 tahun. Namun tidak 
dianggap sebagai pelaku pelanggaran bagi anak yang berusia antara 7- 
12 tahun. Kecuali di Bombay, ditentukan lagi batas untuk seorang anak 7-
14 tahun, dan pemuda/remaja antara 14-16 tahun. Di India terhadap anak 
antara 13-16 tahun dilakukan suatu tindakan, sedangkan anak yang 
berusia 13-15 tahun dimasukan ke tempat penampungan anak. Di 
Bombay tindakan diberikan kepada anak usia 15-16 tahun, dan usia 
antara 14-15 tahun dimasukan di tempat penampungan anak. Di Jepang 
batas usia dari kenakalan anak antara 14-20 tahun, Philipina anak antara 
usia 9-16 tahun dianggap anak nakal, namun anak antara usia 9-15 tahun 
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tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan di Thailand dianggap 
sebagai anak nakal terhadap usia 7-18 tahun, namun ditentukan batas 
usia anak antara 7-14 tahun, dan remaja antara 14-18 tahun.22 Adanya 
berbagai macam kriteria tersebut sesungguhnya bukan sesuatu hal yang 
tidak mungkin, sebab kriteria yang diberikan oleh masing-masing negara 
didasarkan kepada situasi dan kondisi masing-masing negara. Hal 
tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Resolusi Kongres PBB ke 
VII tahun 1985, United Nation Standard Minimum Rules For The 
Administration Of Juvenile Justice (Beijing Rules), yang antara lain 
dikatakan bahwa: The minimum age of criminal responsibility tersebut 
sangat berbeda-beda diantara negara-negara di dunia, hal tersebut 
tergantung kepada latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-
masing. Oleh karena itu dalam rule 4.1 menegaskan: 
"In the legal system of criminal recognizing the concept of the age of 
criminal responsibility for juveniles, the begining of that age shall not be 
fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, 
mental and intellectual maturity" (Di dalam sistem hukum yang 
mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas 
usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah 
dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan 
intelektualitas anak).  
 
Atas dasar hal tersebut, wajar pula apabila dalam menentukan batas usia 
terdapat perbedaan kriteria, justru akan menimbulkan malapetaka bila 
sama sekali tidak mengatumya. Bila dibandingkan dengan negara-negara 
                                                          
22 United Nations, Comparative Survey On Juvenile Delinquency, Part IV, Asia and 
FarEast, Departement of Social Affairs Division of Social Welfare, New York, 1953, p. 1-4 
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lain yang sedang berkembang, Indonesia rasanya telah jauh ketinggalan. 
Namun demikian, dari hasil-hasil rumusan berbagai pertemuan ilmiah, 
telah memberikan alternatif untuk menentukan batas umur bawah dan 
batas umur atas. Batas umur bawah adalah antara 12 dan 13 tahun, 
sedangkan batas umur atas antara 17 dan 18 tahun. Hal tersebut 
membawa pengaruh pula terhadap perkembangan sistem hukum pidana 
(anak) di Indonesia. Kemajuan nampak dengan ditentukannya secara 
tegas batas usia minimum dan maksimun bagi seseorang anak yang 
dapat diminta pertanggungjawaban pidana. 
       Kemajuan tersebut semakin jelas setelah diundangkannya Undang- 
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang telah menentukan adanya 
batas usia minimum dan batas usia maksimum seorang anak dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya yaitu pada 
usia minimum 12 tahun dan maksimal 18 tahun. 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum 
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 
tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih rinci 
dijelaskan pada angka 3 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang 
selajutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana. 
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       Namun demikian, tidak semua anak nakal dapat diajukan di depan 
sidang pengadilan anak, mengingat kedudukan anak dengan segala ciri 
dan sifatnya yang khas maka terdapat batas umur minimum bagi anak 
yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
pasal 21 sebagai berikut: 
(1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau 
diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan 
dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: 
a.    menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau 
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan 
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun 
daerah, paling lama 6 (enam) bulan.  
       Selanjutnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
pasal 32 mengenai penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan 
dengan syarat sebagai berikut: 
c. Anak telah berumur 14 (empat beas) tahun atau lebih; dan 
d. Diduga melakukan tidank pidana dengan ancaman penjara 7 (tujuh) 
tahun atau lebih. 
Sedangkan pada pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh  anak sebelum genap 
berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke siding Pengadilan 
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setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan 
belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, 
Anak tetap diajukan ke sidang Anak. 
       Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa 
saat ini telah terdapat kemajuan di mana pertanggungjawaban pidana 
terhadap pelaku tindak pidana anak sudah diatur secara limitatif adanya 
batas minimum dan maksimum seorang anak dimintai 
pertanggungjawaban, sehingga tidak dapat dilakukan terhadap semua 
anak yang dikategorikan sebagai anak nakal dapat dimintai 
pertanggungjawaban, melainkan hanya terhadap anak nakal yang telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin. Sementara bagi anak nakal yang 
belum mencapai umur 8 (delapan) tahun maka setelah dilakukan 
pemeriksaan oleh penyidik terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu apabila 
masih dapat dibina maka akan diserahkan kembali kepada orang tua, wali 
atau orang tua asuhnya, tetapi apabila tidak dapat dibina oleh orang tua, 
wali atau orang tua asuhnya maka diserahkan kepada Departemen Sosial 
setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. 
       Namun yang patut menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum 
dalam persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak, 
adalah hakikat yang mendasari dihadapkannya anak ke sidang 
pengadilan. Di mana bukan ditujukan untuk mengadili anak atas tindakan 
yang telah dilakukannya, melainkan dikembalikan kepada sejauhmana 
40 
 
 
anak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah 
dilakukannya. Kemampuan tersebut antara lain dilihat dari sampai 
sejauhmana anak dapat menghayati akan makna dari perbuatan yang 
telah dilakukannya   
 
E. Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 
       Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan” 
merupakan landasan yuridis yang menetapkan bahwa terhadap anak 
pelaku tindak pidana atau anak nakal yang telah diputus dikenai sanksi 
berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan 
dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam 
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). 
       Penempatan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Khusus Anak (LPKA) berarti pula bahwa pembinaan terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana dilakukan 
dalam sistem pemasyarakatan. 
     Adapun tujuan diselenggarakan sistem pemasyarakatan diatur dalam 
Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
yang menyebutkan bahwa, 
 “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk 
warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat , 
dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab” 
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Sedangkan fungsi sistem pemasyarakatan dituangkan dalam Pasal 3 
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang 
menyebutkan bahwa,  
“Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan 
pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”. 
 
Selanjutnya, untuk merealisasikan harapan-harapan dalam proses 
pembinaan bagi anak pidana maka pelaksanaan pembinaan dalam 
system pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas sebagaimana 
tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, sebagai berikut : 
1. Asas Pengayoman; 
       Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam 
rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak 
pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal 
kepada warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna di 
dalam masyarakat. 
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan; 
       Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dal 
pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa 
membedakan orangnya. 
3. Asas pendidikan; 
       Di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan 
pemasyarakatan mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan 
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berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa , 
kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerokhanian dan kesempatan 
menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. 
4. Asas pembinaan; 
       Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga 
mendapat pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila 
dengan menanamkan jiwa, kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan 
kerokhanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan 
agamanya masing-masing. 
5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia; 
       Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai 
manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.  
6. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; 
       Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga 
Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai 
keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk 
memberikan kesempatan kepada negara guna untuk memperbaikinya, 
melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam LAPAS 
wargabinaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain 
sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain hak-hak 
perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan 
kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, 
olah raga atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh 
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diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, 
disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya 
dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan. 
7. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu. 
       Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan 
dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat. Untuk itu ia harus tetapdapat berhubungan dengan 
masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari 
anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama 
sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. 
Perlu diperhatikan Hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana 
Nasional Tahun 1980, dalam salah satulaporannya menyatakan : 
- Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus 
diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta 
keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan 
memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan 
pelaku. 
- Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-
unsur yang bersifat : 
1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung 
tinggi harkat dan martabat seseorang;  
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2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang 
sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan 
ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha 
penanggulangan kejahatan; 
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik 
oleh terhukum maupun korban ataupun masyarakat.23 
       Penerapan tujuan pemidanaan yang terintegrasi tersebut menjadi 
sangat penting apabila dikaitkan dengan permasalahan yang 
berhubungan dengan anak, sebagaimana yang dituangkan dalam 
konsideran Undang-Undang Pengadilan Anak, menyatakan, 
- Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu 
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai 
ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam 
rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 
sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. 
-   Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan 
terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut 
kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan 
memadai. Disamping itu, dalam kenyataannya masalah anak 
mencakup beberapa hal, yaitu : 
                                                          
23 Soedjono Dirdjosisworo, Pathologi Sosial, Tarsito, Bandung, 1982, hal 88-89 
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a. Visi mengenai pembangunan yang pro terhadap anak dan yang 
mengutamakan kepentingan terbaik anak terintegrasi ke dalam 
sistem dan model pembangunan; 
b. Sistem hukum perlindungan anak yang masih menampilkan 
kesenjangan dan kekosongan hukum mengenai anak dan hak-hak 
anak yang masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma 
hukum positif dan belum maksimalnya penegakkan hukum anak; 
c. Realitas anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti pekerja 
anak, anak jalanan, kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan 
anak, pelacuran anak, dan sejumlah masalah anak-anak yang 
memerlukan intervensi khusus, semakin nyata ditemukan dalam 
masyarakat dan negara Indonesia yang justru tengah giat 
melaksanakan pembangunan; 
d. Keterbatasan institusi atau pihak yang konsern dengan masalah 
anak sebagai kekuatan penting untuk mendorong perlindungan, 
kesejahteraan dan pengembangan anak baik pada tingkat 
pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Keterbatasan 
institusi yang konsern dengan masalah anak pada tataran kualitas 
maupun kuantitas, sumber daya manusia, dan komitmen yang kuat 
dalam pengelolaan program aksi untuk anak.24 
Dengan demikian terdapat landasan yuridis lain yang mengatur 
upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal, 
                                                          
24 Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam 
Perspektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 4-5. 
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yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang juga 
menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal 
yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya 
akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan 
ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus 
Anak (LPKA). Tetapi khusus terhadap anak, dalam undang-undang ini 
tentang sanksi yang dapat dijatuhkan tidak mengikuti ketentuan sanksi 
tentang pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, dan menentukan 
sanksi secara tersendiri yang dituangkan dalam Pasal 71 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa 
pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri atas :  
a. Pidana peringatan; 
b. Pidana dengan syarat: 
1) Pembinaan di luar lembaga 
2) Pelayanan masyarakat; atau 
3) Pengawasan 
c. Pelatihan kerja 
d. Pembinaan dalam lembaga 
e. Penjara  
Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, bahwa Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak yang terpisah dari narapidana dewasa. Anak yang 
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berhak memperoleh 
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pendidikan, pelayanan kesehatan serta memperoleh hak-hak lainnya 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan disebutkan Narapidana bukan saja objek 
melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang 
sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafaan yang dapat 
dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus 
diberantas diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan 
narapidana berbuat hal-hal bertentangan dengan hukum, kesusilaan, 
agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan 
pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau 
anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya 
menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-
nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan 
masyarakat yang aman, tertib dan damai. 
Selanjutnya apa yang dimaksud dengan Pemasyarakatan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 12 Tahun  
1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 
pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, 
kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari  
sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan yang 
dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 butir 2 
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah 
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suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga 
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan 
secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik 
dan bertanggung jawab. 
Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana 
di Lembaga Pemasyarakatan Anak diatur dalam Pasal 20 Undang- 
Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam 
rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak dilakukan penggolongan berdasarkan : umur, jenis kelamin, lamanya 
pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai 
dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 
Dalam konteks pembinaan terhadap anak, kepentingan terbaik anak 
harus menjadi pertimbangan utama, bukan prosedur formal atas nama 
kepastian hukum. Tak dapat dipungkiri, bahwa berkaitan dengan proses 
penanganan perkara anak seringkali muncul pro dan kontra terhadap 
langkah-langkah yang diambil. Di satu sisi ada kelompok masyarakat yang 
menghendaki agar anak yang terlibat dalam kejahatan ditangani secara 
tegas, untuk memberikan pelajaran bagi anak. Tetapi di sisi yang lain, 
juga ada kelompok masyarakat yang menghendaki kearifan dalam 
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menyelesaikan perkara yang melibatkan anak. Dalam konteks ini patut 
kiranya dikemukakan berbagai ukuran normatif yang menjadi dasar bagi 
anak dalam rangka pelaksanaan pembinaan, yang mendasarkan pada 
prinsip dasar yang terdapat dalam instrument internasional. 
        Konvensi Hak-hak Anak 1989 memuat prinsip-prinsip yang menjadi 
pijakan dalam pembinaan anak, yang menyatakan bahwa:  
The child, by the reason of his physical and mental immaturity, needs 
special safeguards and care, including appropriate legal, before as 
wellas other birth. Whereas the child, by the reason of his physical and 
mental immaturity, needs special safeguards and care, including 
appropriate legal protection, before as well as after birth. (Anak karena 
ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan 
pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, 
sebelum dan sesudah kelahirannya; Mengingat alasan karena 
ketidakmatangan jasmani dan mental dari anak, maka memerlukan 
pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum 
yang layak, sebelum dan sesudah kelahirannya).  
 
       Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas, maka dalam Konvensi 
hak-hak Anak 1989 terdapat beberapa pokok-pokok pikiran, antara lain : 
a. Pengakuan bahwa anak demi perkembangan jiwanya yang penuh dan 
harmonis, harus tumbuh kembang dalam lingkungan keluarga, dalam 
suasana bahagia, penuh kasih sayang, dan pengertian. 
b. Sebagaimana ketentuan dalam Deklarasi Hak Anak, anak dengan 
berbagai alasan kekurangmatangan fisik dan mentalnya, 
membutuhkan perhatian dan penjagaan khsusus termasuk kebutuhan 
akan perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah 
kelahirannya. 
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c. Dengan tidak mengabaikan pentingnya peranan nilainilai tradisi dan 
kultural setiap bangsa, sejauh menyangkut perlindungan dan 
perkembangan harmonis anak. 
Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989 tersebut dipahami, 
bahwa dalam proses pembinaan anak lingkungan keluarganya haruslah 
memberikan ruang yang cukup baik secara jasmani maupun rohani yang 
memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dalam 
suasana yang bahagia dan dan penuh pengertian. Sikap penuh 
pengertian mengandung makna, bahwa lingkungan keluarga haruslah 
memahami kebutuhan/kepentingan anak dalam rangka pertumbuhan jiwa 
dan jasmaninya secara sehat. Pengakuan secara sadar terhadap 
berbagai kepentingan dan kebutuhan dasar anak menjadi kunci dalam 
melakukan pembinaan anak. 
 
F. Teori Efektivitas Hukum 
Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka 
pertama-tama harus dapat mengukur, ‘sejauh manaaturan hukum itu 
ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh 
sebagiann besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan 
mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.  
Namun demikian sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, 
tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat 
efektifitasnya. 
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Seseorang yang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung 
pada kepentingannya. Kepentingan itu sendiriada bermacam-macam, 
diantaranya yang bersifat compliance, identification, internalization, dan 
masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagianbesar warga 
masyarakat terhadapsuatu aturan umum hanya karena kepentingan yang 
bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya 
sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. 
Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat 
internaliation, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar 
cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya,maka derajat ketaatannya 
adalah yang tertinggi.25  
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.26 
                                                          
25 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, hlm.375 
26 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm.8 
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Jika yang akan dikaji adalah efektifitas perundang-undangan, maka 
efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada 
beberapa faktor, antara lain: 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di 
dalam masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 
bolehdilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan 
(sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdaall sebagai sweep 
legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan 
tidak sesuai kebutuhan masyarakatnya. 
Menurut Achmad Ali, pada umunya, faktor yang banyak 
mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah 
profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari 
penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan 
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan 
tersebut.27 
 
  
                                                          
27 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, hlm.379 
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BAB III 
 METODE PENELITIAN  
 
A.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Lembaga pemasyarakatan kelas I 
Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa 
Lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar adalah satu-satunya 
Lembaga Pemasyarakatan di Kota Makassar  sebagai tempat proses 
penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu 
Penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota 
Parepare dengan pertimbangan Lapas Kelas IIB Parepare adalah Lapas 
yang telah terstandarisasi sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak di 
Sulawesi Selatan. 
 
B.  Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut  :            
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 
responden/informan dengan memakai teknik pengumpulan data 
berupa interview (wawancara). Teknik penarikan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive 
sampling yang merupakan suatu metode yang sengaja 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa responden/informan 
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yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten 
terhadap persoalan yang diteliti.                       
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, dengan cara menelaah berbagai literatur, 
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang ada relevansinya dengan penulisan ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut :  
1. Wawancara  
Wawancara adalah metode pengumpulandata melalui cara 
pendekatan berinteraksi langsung berupa tanya jawab dengan 
beberapa pihak: 
- Petugas/Pembimbing Kemasyarakatan Lapas kelas I 
Makassar 
- Petugas/Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Kelas IIB 
Parepare 
- Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
- Narapidana Dewasa di Lapas Kelas I Makassar 
2. Observasi  
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Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
yang tidak hanya mengukur sikap dari responden/informan namun 
juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang 
terjadi.Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk 
mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 
dilakukan pada responden/informan yang tidak terlalu besar. 
3. Studi Kepustakaan 
Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui 
teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, e-book, 
jurnal, makalah, publikasi lembaga, dan lain-lain. Pengumpulan 
data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam 
penelitian ketika peneliti memutuskan untuk melakukan kajian 
pustaka dalam menjawab rumusan masalahnya. 
4. Dokumentasi 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah 
berbentuk surat-surat, laporan, foto, dan sebagainya. Sifat utama 
data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi 
peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah 
terjadi pada waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi 
beberapa macam, yaitu dokumen lembaga, data di server dan 
flashdisk, data tersimpan di website, dan foto yang relevan dengan 
penelitian. 
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D.  Analisis Data 
       Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik data primer 
maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian 
dilakukan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan memberikan 
gambaran yang erat kaitannya dengan penelitian untuk menjawab 
permasalahan dalam penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peran Psikologi Hukum Dalam Proses Pembinaan Anak Di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
Anak merupakan generasi penerus bangsa dan pembangunan, maka 
ketika anak sudah terjerat oleh hukum maka kesempatannya untuk 
menjadi generasi penerus tidak dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya 
orang dewasa saja yang dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi anak 
pun dapat melakukan tindak pidana walaupun alasan mengapa sampai ia 
melakukan perbuatan tersebut jelas jauh berbeda. Niat dan latar belakang 
menjadi poin utama untuk melihat alasan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak dan orang dewasa.  
 Psikologi hukum merupakan ilmu yang memfokuskan diri pada 
perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum. Tingkah laku dan proses 
belajar merupakan objek observasi dari psikologi. Rumusan sederhana 
tentang tingkah laku, berpandangan bahwa tingkah laku merupakan hasil 
dari hubungan fungsional antara kepribadian atau pribadi dengan situasi 
tertentu. Tingkah laku dapat berubah berdasarkan cara tingkah laku 
seseorang dalam melaksanakan proses belajar.28 
  Berkaitan dengan belajar, Gagne (1985) merumuskan konsep 
belajar adalah suatu proses yang mampu mengubah perilaku suatu 
                                                          
     28 Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, 2011, Psikologi Hukum, Pustaka Setia, 
Bandung, hlm. 79 
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organisme sebagai akibat pengalaman. Sehingga dari rumusan tersebut 
dapat ditemukan tiga atribut pokok belajar, yaitu proses, perubahan 
perilaku, dan pengalaman.Secara konstruktif, belajar merupakan proses 
kombinasi dari hal-hal yang terus-menerus dilakukan oleh individu dengan 
memperlihatkan tingkah lakunya dalam melaksanakan kegiatan itu.29 
 Lembaga pemasyarakatan anak sebagai tempat pembinaan 
tahanan maupun narapidana anak diharapkan dapat memberikan proses 
pembinaan yang baik, agar anak dapat menjadi anggota masyarakat yang 
baik setelah selesai menjalankan pembinaan. Dan hal inilah yang harus 
dibuktikan.30 Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut penjara 
memiliki banyak tujuan. 
 Tujuan yang pertama adalah incapacitation (inkapasitasi) melalui 
pengurungan. Bila seorang penjahat dikurung dengan aman di balik 
dinding-dinding penjara yang kokoh, ia tidak akan mampu menyakiti 
orang-orang di luar penjara. Inkapasitasi yang sukses hanya 
mengharuskan bahwa penjara itu mengurung para penjahat dengan aman 
bahwa mereka tidak mungkin dapat melarikan diri.31 
 Tujuan penjara yang kedua adalah dettence ( deterensi / 
pencegahan ). Untuk penjahat tertentu, pengalaman menderita di penjara 
diharapkan bisa meyakinkannya untuk tidak melakukan tindak kejahatan 
lagi setelah dibebaskan dari penjara ( ini disebut deterensi spesifik ). 
                                                          
29 Ibid., hlm. 79 
30 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 12 
31 Mark Constanzo, 2008, Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, hlm. 438 
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Deterensi secara umum, bahwa orang lain memilih untuk tidak melakukan 
tindak kejahatan karena takut di penjara. 
 Tujuan ketiga, retribution ( retribusi / ganti rugi ), lebih emosional 
daripada praktis. Retribusi dianggap mendukung solidaritas moral 
dikalangan warga negara yang taat hukum dan mendidik calon penjahat 
tentang perilaku-perilaku mana yang dikutuk keras. Retribusi sangat 
backward looking, melihat kebelakang, dalam arti bahwa tujuan ini 
difokuskan pada tindak kriminalnya.32  
 Tujuan terakhir, yang paling forward looking ( melihat ke depan ), 
adalah rehabilitasi. Hampir semua narapidana pada akhirnya akan 
dilepaskan kembali ke masyarakat bebas, sehingga masuk akal untuk 
mencoba memperbaiki penjahat selama mereka berada di penjara. 
Sekitar tahun 300 S.M., filsuf Yunani, Plato, mengartikulasikan tujuan 
rehabilitasi dan deterensi /pencegahan bahwa:33 
“Fungsi yang semestinya dari semua hukuman berlipat-dua: orang 
yang tepat untuk dijatuhi hukuman mestinya menjadi lebih baik atau 
mendapatkan manfaat dari hukumannya, atau menjadikan dirinya 
contoh bagi sesamanya, agar mereka dapat melihat apa yang 
dideritanya, dan takut mengalami penderitaan yang sama, dan oleh 
karenanya menjadi orang yang lebih baik.” 
 Melihat keempat tujuan pemenjaraan tersebut, tentu tidak dapat 
diterapkan begitu saja terhadap anak yang ditahan di lembaga 
pemasyarakatan. Panjangnya proses peradilan yang dijalani anak 
tersangka pelaku kejahatan, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai 
selesai menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan 
                                                          
32 Ibid., hlm. 439 
33 Ibid., hlm. 440  
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sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses 
peradilan akan menjadikan pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak 
yang sulit terlupakan dan membekas dalam diri mereka.34 
 Stigmatisasi dari masyarakat terkadang menjadi beban yang berat 
bagi seorang anak yang pernah melakukan tindak pidana. Masyarakat 
masih menganggap bahwa kemungkinan untuk melakukan tindak pidana 
di masa yang akan datang tersebut masih ada. Hal inilah yang masih sulit 
untuk dihilangkan dari pandangan masyarakat. 
 Akan tetapi hal yang lebih berat dirasakan oleh anak adalah ketika 
keluarga dari anak tersebut yang masih belum bisa menerima keadaan 
yang sebenarnya. Padahal, dukungan serta kasih sayang dari keluarga 
utamanya orangtua merupakan hal paling penting bagi psikologis anak 
yang melakukan tindak pidana. Apalagi bagi anak yang baru pertama kali 
melakukan tindak pidana, pasti akan mengalami tekanan-tekanan yang 
akhirnya dapat memicu adanya stres. 
 Secara umum dalam UU No. 12 tahun 1995 telah dijelaskan 
tentang bagaimana perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan, 
yang mana dalam sistem pemasyarakatan dipaparkan secara jelas 
tentang tatanan, arah serta cara pembinaan terhadap warga binaan 
pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara 
terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan 
kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
                                                          
 34 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 12 
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memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat berperan aktif 
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang 
baik dan bertanggungjawab. 
Terlepas dari apa yang menjadi tujuan pemenjaraan seyogyanya 
ketika berbicara soal anak yang harusnya ditekankan adalah bagaimana 
perhatian terhadap hak-hak dari anak. Mengingat mental anak yang masih 
dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi 
dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat 
anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat 
melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan 
juga masyarakat. 
Jika kita mengacuh tentang bagaimana kehidupan di dalam 
lembaga penahanan atau penjara, maka akan memberi peluang besar 
bagi anak untuk belajar banyak hal, tak terkecuali pembelajaran yang 
negatif. Pola perilaku dan kebiasaan yang sudah melembaga menjadi 
sub-kultur tersendiri. Kebiasaan tercipta dari secara berlahan-lahan 
dibangun dari sesama warga binaan  pemasyarakatan dengan petugas, 
yang mana wujudnya bisa hal negatif seperti tindak kekerasan, bulling 
ataupun bisa menjadi sebuah kebiasaan positif seperti terciptanya sikap 
saling menghormati dan menghargai 
Dalam proses interaksi dan sosialisasi dari anak terhadap 
lingkungannya dimungkinkan akan terjadinya proses prisonisasi yang 
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merupakan proses akulturasi atau asimilasi terhadap dunia narapidana 
yang di dalamnya menampakkan sebuah kebiasaan yang berbeda 
dengan kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada 
umumnya. 
Menurut Donald clemmer bahwa prisonisasi mungkin terjadi dilapas 
khusus anak, dan apalagi di lapas dewasa yang ada anak disana35. 
Mengenai pendapat tersebut Donald clammer kemudian menguraikan 
tentang indikator prisonisasi sebagai berikut : 
1. Special vocabulary. Tampak dari adanya kata atau istilah khusus yang 
hanya digunakan dalam berkomunikasi antar narapidana dan hanya 
dimengerti oleh mereka. 
2. Special stratification. Perbedaan latar belakang kehidupan narapidana 
sebelum di lapas dan jenis tindak pidana yag dilakukan memunculkan 
stratifikasi sosial di lapas. 
3. Primary group. Ada kelompok utama yang anggotanya beberapa 
narapidana saja. 
4. Leadership. Adanya seorang pemimpin dalam kelompok utama yang 
berfungsi sebagai mediator dalam berhubungan dengan kelompok lain 
yang lebih besar. 
Bentuk prisonisasi  disini yakni dengan adanya stratifikasi sosial dalam 
lapas, kelompok utama, serta kepemimpinan dalam lapas, maka akan 
muncul budaya lainnya dalam lapas seperti pembuatan tato pada kulit 
                                                          
35 Widodo, prisonisasi Anak Nakal; fenomena dan penanggulangannya. Asswaja presindo, 
Yogyakarta, tanpa tahun, hal 22 
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tubuh, pemerasan, perploncoan pada narapidana baru, serta kode etik 
yang menekankan adanya solidaritas antar narapidana dengan 
merahasiakan sesuatu hal yang dianggap melanggar aturan petugas 
Sejalan dengan hal tersebut di atas berdasar hasil wawancara penulis 
dengan AY salah seorang warga binaan pemasyarakatan menuturkan 
bahwa ada semacam aturan tersendiri oleh sesama warga binaan 
pemasyarakatan dan itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi hukum 
tersendiri bagi kalangan penghuni lapas, bagi narapidana baru biasanya 
ada proses perploncoan hingga pemerasan, selain hal tersebut untuk 
kalangan narapidana anak sendiri juga memiliki pemimpin yang 
terkoordinasi dengan narapidana dewasa, dan dalam lingkungan anak 
pun sering juga terjadi proses perpeloncoan apalagi jika  terhadap 
narapidana anak yang baru. Solidaritas sesama warga binaan 
pemasyarakatan juga terbilang tinggi, menurut pengakuan salah seorang 
anak warga binaan pemasyarakatan mengungkapkan bahwa mereka 
sering melakukan kucing-kucingan dengan petugas pemasyarakatan, 
yang mana dari kelompok anak penghuni lembaga pemasyarakatan di 
koordinir oleh seorang pemimpin yang kemudian memberikan tugas 
kepada anggotanya untuk mengawasi petugas ketika mereka akan 
melakukan suatu tindakan yang tergolong tindakan pelanggaran aturan 
lembaga pemasyarakatan seperti merokok (larangan khusus anak), 
menggunakan handpone dan lainnya. 
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Selain munculnya proses akulturasi dalam lembaga pemasyarakatan, 
juga yang dapat dikaji disini adalah perubahan kondisi mental selama dan 
bisa berpengaruh hingga pasca penahanan. Kajian dari a justice policy 
institute di Amerika menunjukkan bahwa “dampak penahanan terhadap 
remaja memperparah kondisi mental, menempatkan anak pada kondisi 
yang sangat rentan terhadap kekerasan, putus jenjang pendidikannya, 
serta peluang pekerjaan dimasa depan menjadi sulit”. Nyatanya bahwa 
penahanan terhadap anak memang memberikan dampak yang negatif 
terhadap perkembangan mental anak apalagi anak yang berada di lapas 
mayoritas pada fase remaja dan dewasa awal yakni 14-18 tahun. 
Tabel 1.  
Rataan usia anak  
Warga Binaan LAPAS Kelas I Makassar Tahun 2016 
No Rataan usia anak Jumlah 
1 14 2 anak 
2 15 8 anak 
3 16 27 anak 
4 17 39 anak 
5 18 18 anak 
Jumlah 95 Anak 
Sumber : data diperoleh dari Lapas Kelas I Makassar pada Desember 2016 
 
Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa rataan usia anak warga 
binaan pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah 14-18 tahun yang di 
dominasi oleh anak usia 16-18 tahun, pada tahapan usia ini merupakan 
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masa perkembangan emosional anak yang cenderung masih labil dan 
memiliki rasa ingin tahu yang besar. Pengetahuan baru berupa kebiasaan-
kebiasaan di lapas menjadi daya tarik sendiri. Kepribadiannya yang masih 
mudah dipengaruhi kian mendorong proses perkembangan prisonisasi 
pada komunitas anak narapidana. Penghuni baru akan mendapatkan 
pengalaman perpeloncoan, kekerasan, caci maki hingga pemerasan. 
Penghuni lama yang lebih senior dan menimbulkan konflik tersendiri di 
kamar mereka, stress yang tinggi di lapas dan kerinduan kepada keluarga 
atau dunia luar mengakibatkan perilaku agresif anak muncul. Jadi 
prisonisasi disini sebagai dampak dari penderitaan narapidana anak yang 
berkepanjangan dan sebagai upaya pecarian identitas dirinya. 
Faktanya bahwa setelah lahirnya undang-undang nomor 11 tahun 
2012 tentang sistem peradilan pidana anak, kecenderungan yang ada 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah masih tetap 
dilakukannya penahanan dan pemenjaraan. Padahal anak yang 
melakukan tindak pidana sebelumnya memiliki sebuah kompleksitas 
permasalahan yang datang dari lingkungan keluarga, sekolah ataupun 
sosialnya. Biasanya ketika anak pertama kali melakukan kenakalan dan 
mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat, maka anak berpotensi 
melakukan pengulangan. Respon remaja dengan jiwa petualangannya 
dan proses pencarian jati dirinya mendorong mereka untuk melakukan hal 
sesuai dengan apa yang dilabelkan terhadap mereka. Label tersebut 
dapat mempengaruhi perilaku anak pada masa yang akan datang karena 
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akan memunculkan kenakalan baru. Kenakalan anak dapat muncul 
karena adanya stigmasisasi nakal dari lingkungannya, proses tersebut 
secara tidak sadar melahirkan identitas baru untuk anak. 
Penjatuhan pidana penjara pada anak diharapkan dapat lebih bijak 
lagi, guna menghindarkan perilaku yang lebih buruk pada anak. Pidana 
penjara untuk anak harusnya lebih pada dasar pertimbangan bahwa 
orangtua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan, 
memperhatikan kondisi fisik dan psikis anak, apakah dengan pidana 
tersebut dapat atau tidaknya membahayakan orangtua serta anak yang 
bersangkutan. Adapun berdasarkan pernyataan di atas ketika anak 
berhadapan dengan hukum hingga harus mendapatkan sanksi kurungan 
penjara tetap harus memperhatikan berbagai hak daripada anak itu 
sendiri, seperti diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 
kebutuhan sesuai umur, dipisahkan dari orang dewasa, bebas dari 
penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam dan diskriminatif 
dalam statusnya sebagai warga binaan pemasyarakatan. 
Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib 
dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, 
Negara dan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 
12 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-
undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
Untuk istilah pembinaan narapidana sendiri mulai dikenal dengan 
istilah pemasyarakatan sejak tahun 1964, dari sistem pemenjaraan 
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menjadi sistem pemasyarakatan. Jauh sebelum sistem pemasyarakatan 
muncul di Indonesia, terlebih dahulu diberlakukan sistem kepenjaraan 
yang berasal dari eropa. Tujuan pemidanaan adalah penjeraan bagi 
pelaku tindak pidana. Harapan agar tidak terjadi pengulangan tindak 
pidana ditampilkan melalui peraturan-peraturan yang keras dan sering 
tidak manusiawi. Sistem tersebut berbeda dengan sistem pemasyarakatan 
yang melihat tujuan pemidanaan sebagai bentuk pembinaan dan 
bimbingan dengan tahapan admisi atau orientasi, tahap pembinaan dan 
asimilasi. 
Dunia internasional sendiri mengenal beberapa peraturan minimum 
standar bagi perlakuan terhadap narapidana. Kongres pertama PBB 
mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar 
di Geneve tahun 1955, kemudian disetujui oleh dewan ekonomi dan sosial 
PBB dengan resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 tanggal 
3 Mei 197736. Konvensi internasional tersebut secara substansi telah 
diadopsi pemerintah dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 dan 
peraturan pemerintah turunannya. Pada prinsip hak dasar narapidana 
dinyatakan secara tegas bahwa tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan 
suku, agama, ras, budaya dan status lainnya. Serta diharuskan ada 
penghormatan atas keyakinan agama atau ajaran moral yang dianutoleh 
narapidana. 
                                                          
36 C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan. Jakarta . 1995. Hal 10 
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Istilah warga binaan pemasyarakatan dikenal dalam sistem 
pemasyarakatan yang mencakup status tahanan dan narapidana. Tujuan 
diselenggarakan sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga 
binaan pemasyarakatan (dewasa dan anak) agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi 
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oelh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup 
secara wajar. Anak yang berstatus sebagai warga binaan 
pemasyarakatan harusnya diposisikan bukan sebagai obyek semata, 
namun subyek layaknya anak lainnya yang dapat melakukan kesalahan. 
Pemidanaan seyogyanya adalah upaya untuk menyadarkan narapidana 
atau anak didik pemasyarakatan (ADP) agar menyesali perbuatannya dan 
dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum. 
Pembinaan untuk anak  binaan pemasyarakatan memiliki kekhasan 
tersendiri sesuai dengan kondisi anak. Dimana mereka berhak 
mendapatkan bimbingan rohani dan jasmani serta dijamin hak-haknya 
untuk beribadah, berhubungan dengan orangtua dan sebagainya. 
Penjaminan terhadap terpenuhinya hak-hak anak kemudian 
diakomodir dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang salah satunya kemudian 
menghadirkan lembaga pembinaan khusus anak yang melakukan 
pembinaan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. 
Anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak ketika 
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perbuatan anak dianggap dapat membahayakan masyarakat hal tersbut 
sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang SPPA, dimana keadaan 
berbahaya diukur dari dampak perbuatan anak. Penempatan anak di 
LPKA berdasarkan putusan hakim yang memang saat tidak ada lagi 
pilihan lainnya dan terpaksa memenjarakan anak maka semata-mata itu 
adalah pilihan terakhir untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pemenjaraan 
anak sebagai ultimum remedium karena di dalam penjara dapat 
memberikan dampak kontaminasi pada perilaku dan psikis anak.  
Kondisi lembaga pemasyarakatan khusus anak yang kurang kondusif 
untuk tumbuh kembang anak menghambat efektivitas pembinaan anak, 
sebagai contohnya kultur yang berbeda dan kurang mendukung anak 
dalam bersosialisasi dengan baik, Pembina tindak menguasai materi 
psikologi anak, Pembina kurang paham kebutuhan anak, serta kurikulum 
pembinaan serta fasilitasnya tidak membantu pengembangan kepribadian. 
Padahal dalam undang-undang pemasyarakatan yang walau tidak 
membahas secara terpisah antara urusan anak dan dewasa, namun 
tujuan dari undang-undang pemasyarakatan ini untuk membentuk anak 
menjadi manusia seutuhnya yang dalam proses reintegrasinya bertujuan 
agar anak dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat. 
Pelaksanaan sistem pemasyarakatan menganut asas-asas yang 
tertuang dalam pasal 5 undang-undnag nomor 12 tahun 1995 yakni 
pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, 
pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat yang menjadikan 
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kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan serta dapat 
terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang-
orang tertentu.  
Walaupun telah diatur sedemikian rupa namun tetap saja terdapat 
berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya, dari beberapa 
permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan hasil pengamatan dan 
penelitian penulis yakni :  
1. Masih adanya residivis dan jumlah narapidana yang relatif stabil 
merupakan indikasi sistem pembinaan selama ini belum optimal.  
2. Tidak adanya kriteria yang jelas prihal keberhasilan dan kegagalan 
pembinaan, selama berada di lembaga pemasyarakatan anak 
mendapatkan pendidikan lebih cenderung sebatas formalitas 
berdasarkan jadwal yang telah dibuat oleh petugas pembinaan 
pemasyarakatan serta kewajiban yang telah dibebankan oleh undang-
undang untuk melakukan pembinaan kepada anak. Padahal menurut 
hemat penulis pembinaan bukan hanya pada sebatas formalitas 
akademik atau pengajaran formal namun proses pembinaan lebih 
pada tataran pembinaan psikologis, moral dari anak.  
3. Sistem pemasyarakatan yang fokus pada keamanan dibanding dengan 
pembinaan terhadap anak. Keamanan merupakan salah satu 
kompenen utama dalam penyelanggaraan pemasyarakatan, namun 
pada sistem pemasyarakatan yang menjadi prioritas bukan hanya 
pada keamanan saja namun juga lebih pada bagaimana melakukan 
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pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, khususnya 
bagaimana pembinaan dan pengawasan kepada anak. Tak dapat 
dikesampingkan bahwa untuk menciptakan stabilitas dalam lingkungan 
pemasyarakatan antara warga binaan memang dibutuhkan keamanan 
agar kondisi dalam lembaga pemasyarakatan bisa kondusif namun 
bukan berarti hanya lebih menekankan pada keamanan saja. 
4. Rasio antar petugas rehabilitasi tidak sebanding dengan jumlah 
narapidana. Hal ini mengindikasikan lebih dominannya security 
approach daripada rehabilitation approach. Berkaitan dengan rasio 
antar Pembina dan narapidana merupakan masalah tersendiri, tidak 
sebandingnya antara jumlah Pembina dan warga binaan menjadi 
sebuah fenomena permasalahan sendiri yang sudah terjadi sejak 
lama. Menurut Abdillah bahwa “salah satu yang menjadi penghambat 
sehingga kurang efektifnya pembinaan terhadap warga binaan 
pemasyarakatan adalah .kurangnya petugas pembinaan di lembaga 
pemasyarakatan khususnya terhadap anak”37, ketidak seimbangan ini 
yang kemudian menjadi kendala bagi upaya untuk efektifitas 
penyelenggaraan system pemasyarakatan yang selama ini menjadi 
sebuah cita-cita dari lahirnya  undang-undang tentang pemasyaraktan. 
5. Rehabilitasi masih jauh dari konsep rehabilitasi yang seharusnya 
karena kekurangan tenaga yang berkualitas. Disini kualitas dari 
Pembina warga pemasyarakatan juga menjadi sorotan tersendiri, dari 
                                                          
37 Abdillah, Januari 2017, wawancara di LAPAS Kelas IIB Parepare 
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penelitian penulis banyak dari petugas pemasyarakatan yang 
khususnya melakukan pembinaan terhadap anak tidak memiliki 
kompetensi khusus untuk menangani anak, ini juga akan berimbas 
terhadap bagaimana perkembangan moral dari anak itu sendiri. 
Padahal proses pembinaan terhadap anak bukan hanya sekedar 
memenuhi kewajiban semata. 
6. Lapas Kelas I Makassar dikatakan hanya sebagai tempat sementara 
bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya akan 
dipindahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetapi kenyataan 
yang terjadi, banyak anak yang sampai habis masa tahanannya tetap 
berada di Lapas Kelas I Makassar. 
7. Kurangnya prasarana sehingga menghambat proses pembinaan. 
Sarana prasarana yang kurang memadai juga menjadi sebuah factor 
penghambat terselenggaranya pembinaan, pendidikan dan pengajaran 
yang efektif terhadap anak warga binaan pemasyarakatan. 
Dari gagasan Dr Saharjo yang mengemukakan bahwa ada sepuluh 
bimbingan dan pemasyarakatan sebagai berikut : 
1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup 
sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. 
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara. 
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan 
bimbingan. 
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4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau 
lebih jahat daripada sebelum masuk lembaga. 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus 
dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat. 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapida tidak hanya sekedar 
mengisi waktu saja atau tidak hanya diperuntukan untuk kepentingan 
lembaga atau Negara saja, namun pekerjaan diberikan untuk tujuan 
pembangunan Negara 
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila 
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia 
meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditujukan kepada narapidana 
bahwa ia penjahat. 
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan 
10. Sarana fisik lembaga dewasa merupakan satu hambatan pelaksanaan 
sistem pemasyarakatan. 
Dari penjabaran Dr. Saharjo tentang bimbingan dan pemasyarakatan 
maka jika meninjau dari realitas dan aspek psikologi maka dapat dilihat 
banyaknya ketidakseimbangan antara harapan hukum dan realitas pada 
LAPAS Kelas I Makassar dapat kita simpulkan bahwa tidak tercapainya 
bimbingan dan pemasyarakatan yang selayaknya kepada anak, 
sebgaimana berikut:  
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1. Warga binaan khususnya anak yang berhadapan dengan hukum di 
LAPAS Kelas I Makassar tidak diayomi dengan baik guna memberikan 
bekal hidup, dalam menjalankan hidup dalam lembaga 
pemasyarakatan, ABH seringkali melakukan apa saja yang mereka 
inginkan di dalam LAPAS tanpa adanya plarangan yang jelas dari 
petugas. Salah satu contohnya sholat yang merupakan wadah 
pendekatan diri kepada Tuhan. Fungsi pengayom pada anak anak 
dalam hal ibadah adalah mengarahkan, membimbing untuk lebih 
mendekatkan diri pada Tuhan tetapi ABH seakan diberikan keluasan 
untuk tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, padahal seyogyanya 
anak yang telah berhadapan dengan hukum butuh pembimbingan 
secara rohani untuk mengikis trauma dan agar tidak lagi mengulang 
kejahatan. 
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara 
namun realitanya kehadiran ABH di LAPAS jelas memperlihatkan 
bahwa keberadaan mereka di lembaga pemasyarakatan disebabkan 
karena kesalahan mereka dan saatnya untuk mengganti kesalahan 
yang telah diperbuatnya. 
3. ABH yang seharusnya mendapatkan pembimbingan tanpa kekerasan 
tapi seringkali didapati hukuman bersifat fisik dibandingkan perbaikan 
psikis dan rohani. 
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau 
lebih jahat daripada sebelum masuk lembaga tetapi yang terjadi tetap 
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banyaknya residiv dan sebanding dengan semakin bertambahnya ABH 
yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, yang salah satu faktor 
penyebabnya adalah kurangnya sarana prasarana sehingga ada 
pembelajaran kejahatan yang bisa tercipta dalam LAPAS yang 
bergabung dengan napi dewasa. 
5. Pada proses asimilasi warga binaan bertujuan untuk mengenalkan 
ABH kepada masyarakat tetapi karena kekurangan petugas maka 
proses asimilasi ini tidak bisa dijalankan dengan baik.  
6. ABH pada LAPAS kelas I Makassar memiliki sangat banyak waktu 
yang tidak termanfaatkan dengan baik. Selain pembelajaran wajib 
paket A,B dan C tidak ada pemberian keterampilan maupun sejenisnya 
kepada anak sehingga psikis dan rohani yang seharusnya 
mendapatkan perhatian besar justru sering terabaikan dan hal tersebut 
tidak memberikan dampak positif bagi ABH itu sendiri. 
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. Sila pertama 
adalah Ketuhanan, yang diharapkan bahwa ABH ketika dibimbing 
dengan mendekatkan kepada Tuhan akan mengubahnya menjadi 
manusia yang lebih baik dan mengikis rasa kejahatan karena 
kedekatannya dengan Tuhan serta memiliki optimisme yang tinggi 
untuk kemudian bergabung kembali dengan masyarakat tetapi hal ini 
tidak diterapkan dengan baik pada LAPAS Kelas I Makassar.  
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia 
meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditujukan kepada narapidana 
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bahwa ia penjahat. Tetapi persepsi yang kemudian hadir dalam 
masyarakat khususnya warga binaan bahwa mereka yang telah 
berada pada Lembaga Pemasyarakatan adalah penjahat, hal ini timbul 
karena stigmasisasi dari masyarakat yang mengakar sehingga sulit 
untuk diubah. 
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, namun melihat 
kondisi ABH pada LAPAS Kelas I Makassar yang harus berada pada 
blok anak tersendiri dan sulitnya berbaur dengan lingkungan 
pemasyarakatan karena tergabung dengan napi dewasa membuat 
ABH itu sendiri seakan terpenjara dalam penjara. 
10. Sarana fisik lembaga dewasa merupakan satu hambatan pelaksanaan 
sistem pemasyarakatan. 
Sebagai kelanjutan Undang-undang tentang pemasyaraktan yakni 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga 
menegaskan tentang bagaimana upaya untuk melakukan perlindungan 
terhadap hak dari tiap anak. Pada Pasal 17 ayat 1, dinyatakan secara 
jelas bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: 1. 
Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan 
dari orang dewasa; 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya 
secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya 
bimbingan sosial dari pekerjaan sosial, konsultasi dari psikolog dan 
psikiater atau juga bantuan dari ahli bahasa; 3. Membela diri dan 
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memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak 
memihak serta persidangan yang tertutup untuk umum. 
Pada penjabaran Pasal 17 ayat 1 poin pertama telah ditekankan 
tentang bagaimana anak harus mendapatkan perlakuan yang manusiawi 
dan dipisahkan dari orang dewasa. Ini memberikan sebuah isyarat bahwa 
walaupun anak berstatus sebagai warga binaan pemasyarakatan tapi 
anak tidak boleh dilepaskan dari hak-haknya sebagaimana anak pada 
umumnya. 
Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hak Anak, secara konseptual 
tidak memisahkan antara hak hidup dengan hak kelangsungan hidup anak 
dan hak tumbuh dan berkembang anak yang dirumuskan dalam satu 
pasal dan ayat yang bersamaan. Bahkan, pengakuan atas hak hidup anak 
tersebut akan dipertegas dengan pengakuan hak atas kelangsungan 
hidup (rights to survival) dan hak atas tumbuh kembang (rights to 
development). 
Berdasarkan ketentuan di atas maka hak kelangsungan hidup anak 
serta hak tumbuh dan kembang anak merupakan hak asasi anak sebagai 
warga dunia dan hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia 
yang dijamin Pasal 28B ayat 2 UUD 1945.  
Walaupun dalam hal ini anak sebagai warga binaan Lembaga 
Pemasyarakatan yang secara hukum telah kehilangan hak kebebasannya 
tapi disamping itu sangatlah diharapkan kiranya dalam proses penerapan 
sanksi pidana penjara terhadap anak tetap memperhatikan kepentingan 
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terbaik terhadap anak khususnya bagaimana perlakuan terhadap anak 
selama menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan, mulai dari 
pendidikan, sarana prasarana hingga kebutuhan anak akan kasih sayang 
dari orang tuanya menjadi sebuah hal yang haruslah dapat terpenuhi. Dari 
permasalahan tersebut, disini dapat dikaji tentang bagaimana peran 
psikologi hukum dalam hal pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan, 
khususnya LAPAS Kelas I Makassar.  
Dalam kajian psikologi hukum sendiri, lebih ditekankan terhadap 
bagaimana faktor-faktor psikologis peran aparat hukum berkenaan 
pengimplementasian aturan hukum serta bagaimana perilaku dan 
perkembangan moral pelaku tindak pidana selama proses penanganan 
hukum hingga penerapan sanksi pidana, khususnya dalam hal ini anak 
sebagai pelaku tindak pidana. 
Pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan menurut hemat 
penulis bukanlah merupakan sebuah perkara yang sepele tapi 
membutuhkan sebuah penangan khusus, karena selain berbicara soal 
pembinaan, faktor-faktor psikologis anak juga mesti mendapatkan sebuah 
perhatian yang khusus. Pada seorang individu yang berhadapan dengan 
hukum dan menjalani proses hukuman penjara yang masih berstatus  
anak, itu masih sangat riskan mengalami tekanan secara psikologis dan 
itu dapat berdampak pada tumbuh kembang anak baik dalam fisik 
maupun secara psikis. 
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Pola pemikiran anak yang berhadapan dengan hukum dan 
menjalani proses hukum, itu pastilah sangat jauh berbeda dengan anak 
pada umumnya, tekanan-tekanan psikologis maupun social dapat 
mejatuhkan kepercayaan diri anak, menciptakan pemikiran-pemikiran 
pesimistis tentang masa depan dirinya yang jika tidak ditangani secara 
baik maka akan menciptakan kerusakan permanen terhadap pola fikir, 
moral dan tumbuh kembang anak.  
Menurut Moh.Hamka bahwa penanganan hukum dan pembinaan 
yang tidak tepat terhadap anak selain mempengaruhi tumbuh 
kembangnya, karakter dan moralnya juga akan turut mengalami 
perubahan yang drastis, sehingga anak akan melakukan serangkaian 
penyimpangan-penyimpangan lainnya.38 
Pernyataan di atas sejalan dengan adanya pelaku recidive anak, 
bahkan tidak sedikit juga pelaku tindak pidana dewasa yang dulunya 
pernah berstatus anak warga binaan LAPAS Kelas I Makassar. Hal 
tersebut tentunya menjadi sebuah ironi tersendiri, ditengah usaha untuk 
melakukan perubahan yang jauh lebih baik terhadap individu binaan 
LAPAS Kelas I Makassar yang dalam hal ini khususnya anak, yang 
diharapkan nantinya setelah mendapatkan pembinaan akan keluar 
sebagai warga Negara yang baik dan mampu memberikan sebuah 
konstribusi  positif terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa. 
 
                                                          
38 Andi Moh.Hamka, Desember 2016, wawancara di LAPAS Kelas I Makassar 
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B. Efektivitas UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berkenaan 
dengan proses pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar  
Ketika mulai membahas mengenai sejauh mana efektivitas UU No.12 
tahun 1995 tentang pemasyarakatan, maka akan dibahas tentang 2 (dua) 
kompenen utama yakni, tentang bagaimana peran instrumen hukum 
dalam upaya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam 
hal ini khususnya anak, juga akan membahas tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas UU No.12 tahun 1995 dalam hal pembinaan 
terhadap anak di LAPAS Kelas I Makassar. 
      Berikut akan dibahas lebih jauh tentang kedua kompenen teresebut 
diatas. 
1. Peran berbagai instrumen dalam upaya pembinaan terhadap anak di  
Lembaga Pemasyarakatan 
Dalam proses penangan dan pembinaan anak yang berhadapan 
dengan hukum dan menjalani hukuman penjara memang bukan hal yang 
mudah, banyak hal yang patutnya dipersiapkan dan disediakan demi tidak 
terabaikannya hak-hak anak dalam proses tumbuh kembangnya 
berdasarkan amanah undang-undang. Maka disini diperlukan peran aktif 
dari berbagai instrumen yang ada, bukan saja hukum tapi juga 
pemerintah, masyarakat dan keluarga. 
Dalam hal pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan, menurut 
hemat penulis bukan hanya merupakan kewajiban dari petugas Lembaga 
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Pemasyarakatan saja dalam hal ini Bidang Pembinaan Narapidana anak, 
namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memfasilitasi 
segala kebutuhan terkait pembinaan anak dalam lembaga 
pemasyarakatan. 
Menurut Abdillah bahwa “kendala selama ini dalam hal pembinaan 
anak di lingkungan pemasyarakatan adalah kurang tanggapnya 
pemerintah dalam mendukung dan menfasilitasi terselenggaranya pola 
pembinaan yang layak untuk anak dilembaga pemasyarakatan” 39. 
Hal tersebut di atas dapat terlihat dari belum adanya sarana yang 
memadai untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang 
layak, padahal dalam keterbatasan ruang gerak anak dalam lembaga 
pemasyarakatan harusnya tetap didukung sarana pendidikan yang layak 
sebagaimana sekolah pada umumnya sebagai bekal mereka ketika 
kembali berada ditengah masyarakat. Disini kita dapat melihat bagaimana 
harusnya peran serta aktif dari pemerintah dalam mendukung program 
pembinaan terhadap anak sebagai warga binaan lembaga 
pemasyarakatan. 
Tidak hanya sebatas kebutuhan fisik saja tapi kebutuhan anak akan 
perkembangan moral dan intelektual juga harusnya tidak luput dari peran 
serta pemerintah yang dalam hal ini dapat berkoordinasi dengan dinas 
pendidikan setempat agar dapat menfasilitasi demi terpenuhinya 
                                                          
39 Abdillah, Januari 2017, wawancara di LAPAS Kelas II Parepare 
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kebutuhan dan hak dari tiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang 
layak walaupun berstatus sebagai anak warga binaan pemasyarakatan. 
Menurut Abdillah bahwa “selama ini dari petugas pembinaan 
narapidana sudah melakukan upaya yang sebaik mungkin untuk 
menunjang terpenuhinya hak-hak anak yang bukan saja secara fisik 
namun juga psikis (kebutuhan rohani dan intelektualitas) namun tetap saja 
hasilnya belumlah maksimal dikarenakan berbagai macam kendala, yang 
tentunya dapat terselesaikan jikalau saja pemerintah bisa lebih, dalam 
menunjang dan mendukung terlaksananya pembinaan terhadap anak di 
lembaga pemasyarakatan Kelas II Parepare khususnya”40. 
Berdasar pernyataan di atas memang patutnyalah jika dikatakan 
bahwa pemerintah dalam pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan 
memiliki memiliki sebuah peran yang penting, hanya tinggal bagaimana 
untuk merealisasikan berdasarkan amanah Undang-undang No.12 tahun 
1995 tentang pemasyarakatan khususnya terhadap anak.  
Selain petugas lapas dan pemerintah, keluarga dari anak juga memiliki 
peran yang penting dalam mendukung terlaksananya proses pembinaan 
yang efektif dan efesien bagi anak. Dalam hal ini sebenarnya dituntut 
bagaimana petugas lapas dan keluarga anak saling berkoordinasi  dan 
saling bersinergi guna mewujudkan proses pembinaan yang terbaik untuk 
anak. Sebagaimana yang telah tertuang dalam aturan bahwa tidak semata 
hanya pemerintah yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan 
                                                          
40 Abdillah, Januari 2017, wawancara di LAPAS Klas II Pare-pare 
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terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang 
dijelaskan dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 dan peraturan 
pemerintah nomor 2 tahun 1988 tentang kesejahteraan anak menyatakan 
bahwa pembinaan anak merupakan tanggungjawab bersama keluarga, 
masyarakat dan neagra. Oleh karenanya dibutuhkan partisipasi dan 
kepedulian social untuk selamatkan masa depan anak. Mencegah orang 
berbuat jahat sudah menjadi kewajiban bersama untuk ciptakan ketertiban 
masyarakat. 
 
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas UU No.12 tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan terhadap pembinaan anak di Lembaga 
pemasyarakatan 
Keberadaan undang-undang No.12 tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan dianggap sebagai sebuah angin segar bagi terwujudnya 
rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana yang berada dalam lembaga 
pemasyarakatan guna menjalani masa hukumannya dikarenakan sebagai 
sebuah sarana untuk tetap melindungi hak-hak individu dari warga binaan 
lembaga pemasyarakatan, khususnya ketika membahas pembinaan anak 
di lembaga pemasyarakatan. Namun menjadi sebuah fenomena tersendiri 
tentang bagaimana kemudian undang-undang yang telah dibuat oleh 
pemerintah guna melindungi hak-hak terpidana khususnya anak ternyata 
tidak sesuai dengan ekpektasi berbagai kalangan, banyak kemudian  
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi berupa ketidak sesuaian 
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antara apa yang diamanahkan oleh undang-undang dan apa yang terjadi 
pada kenyataannya. 
Hal tersebut tidak luput dari ketidak konsistenan penyelenggara 
undang-undang dalam merealisasikan apa yang telah tertuang dalam 
pasal perpasal undang-undang tentang pemasyarakatan yang khususnya 
berakaitan dengan anak, untuk memberikan deskripsi, berikut data yang 
telah penulis dapatkan : 
Tabel 2.  
Jumlah dan  jenis tindak pidana  
Warga Binaan LAPAS Kelas I Makassar Tahun 2016 
No Jenis Tindak Pidana Jumlah 
1 Pembunuhan 7 orang 
2 Penganiayaan 5 orang 
3 Pencurian 64 orang 
4 Kepemilikan Senjata  6 orang 
5 Narkoba 8 orang 
6 Memeras  1 orang 
7 Penculikan  1 orang 
8 Kriminal umum 1 orang 
9 Tidak terdata 2 orang 
Total 95 orang 
Sumber : data diperoleh dari Lapas Kelas I Makassar pada Desember 2016 
 
Dari tabel tersebut di atas bahwa jumlah total anak warga binaan 
LAPAS Kelas I Makassar sebanyak 95 orang yang di dominasi oleh 
pelaku tindak pidana pencurian, narkoba, kepemilikan senjata api dan 
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tidak kekerasan. Dari sekian jumlah anak dan berbagai jenis tindak pidana 
yang mereka lakukan, kesemuanya di tempatkan pada 1 (satu) blok saja 
dari beberapa blok untuk dewasa dan hanya dibatasi pagar kawat dengan 
dewasa yang memungkinkan terjadinya interaksi antara warga binaan 
pemasyarakatan anak dan dewasa. Blok anak sendiri tidak ada 
pemisahan secara khusus untuk anak pelaku tindak pidana , kategori usia 
dan tingkat pendidikan tertentu dalam bloknya hanya dibatasi tembok 
kamar sel masing-masing saja, sehingga masih dimungkinkan terjadinya 
interaksi antara pelaku dan ditengarai dalam proses interaksi inilah terjadi 
pertukaran informasi antar anak pelaku tindak pidana.  
Secara psikologis interaksi antar anak, merupakan hak dari setiap 
anak warga binaan pemasyarakatan juga dapat mengurangi beban 
psikologis anak yang berada dalam keterbatasan ruang gerak dan itu 
memberikan dampak positif pada diri anak dalam perkembangan mental 
dan interaksi sosialnya, namun itu juga memungkinkan terjadi proses 
prisonisasi antar anak, pertukaran informasi terhadap pengalaman tindak 
pidana masing-masing memberikan sebuah wawasan dan pengalaman 
yang tidak langsung terhadap anak yang memiliki kemungkinan untuk 
mereka realisasikan ketika bebas dan kembali di tengah masyarakat. 
Menurut Andi Muh.Hamka bahwa “banyak pelaku tindak pidana 
merupakan residiv pada tindak pidana yang sama maupun tindak pidana 
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lainnya, baik itu masih anak ataupun dewasa yang sebelumnya 
merupakan warga binaan pemasyarakatan”41 
Dari pernyataan di atas mengindikasikan hasil interaksi dengan pelaku 
lainnya yang anak dapatkan selama menjadi warga binaan 
Pemasyarakatan kemudian direalisasikannya. Dari hasil wawancara 
terhadap beberapa orang anak yang merupakan residiv anak pelaku 
tindak pidana pencurian, menyatakan bahwa mereka mendapatkan 
pembelajaran dan informasi pengalaman mencuri selama menjadi warga 
binaan pemasyarakatan sebelumnya, dan menurutnya pengalaman 
tersebut didapatkan dari anak teman satu kamar  selama berada di 
lembaga pemasyarakatan. 
Hal tersebut yang kemudian menjadi sebuah indikasi bahwa anak 
menggunakan pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan untuk 
kemudian mengulang melakukan tindak pidana. Walaupun demikian, tidak 
banyak yang kemudian dapat dilakukan oleh petugas lembaga 
pemasyarakatan dalam hal untuk mengantisipasi hal demikian. 
Faktor kurangnya tenaga petugas Pembina lembaga pemasyarakatan 
khususnya yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap anak, 
ditengeraih menjadi penyebab sehingga proses pembinaan tidak dapat 
berjalan secara maksimal. Rasio antara petugas dengan warga binaan 
yang tidak seimbang menyebabkan banyak program pembinaan serta 
proses pengawasan terhadap anak jadi kurang efektif. Untuk lebih 
                                                          
41 Andi Muh.Hamka, Desember 2016, wawancara di LAPAS Kelas I Makassar 
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jelasnya berikut tabel jadwal harian untuk anak warga binaan LAPAS 
Kelas I Makassar . 
Tabel 3.  
Jadwal harian anak Warga Binaan  
LAPAS Kelas I Makassar Tahun 2016 
Waktu  Jenis kegiatan 
7.00 (pagi) 
7.30-10.30 
 
10.30-12.00 
12.00-14.00 
13.30-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.30 
18.00 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
Mandi, sikat gigi, mencuci 
Mengarah ke pusat kegiatan LAPAS 
(paket A, B dan C) 
Kunjungan Keluarga 
Makan siang dan istirahat 
Kunjungan keluarga 
Istirahat ( ishoma) 
Olahraga 
Tutup  kamar 
Sumber : data diperoleh dari Lapas Kelas I Makassar pada Desember 2016 
 
Pada tabel di atas memberikan gambaran tentang bagaimana rutinitas 
anak selama menjadi warga binaan pemasyarakatan yang mana kegiatan 
anak itu dimulai sejak pukul 07.00 pagi dan berakhir pukul 18.00 petang 
hari, dimana keseluruhan kegiatan meliputi pembelajaran sesuai paket 
masing-masing dipusat kegiatan LAPAS dari 07.30 hingga 10.30, 
kemudian dilanjutkan dengan penerimaan kunjungan keluarga bagi 
keluarga anak jika berkunjung, dari pukul 10.30 hingga pukul 15.00, di 
akhiri dengan olah raga pukul 16.00 dan kemudian di arahkan kembali ke 
kamar masing-masing pukul 18.00 petang. Menurut Andi Muhammad 
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Hamka bahwa ruangan kamar ataupun blok anak  itu nanti dibuka pukul 
07.00 pagi dan sudah harus ditutup pukul 18.00 petang.  
Dari penjelasan jadwal/ rutinitas anak selama menjadi warga binaan 
pemasyarakatan di atas, terlihat tidak ada masalah dan memang Nampak 
sudah sesuai untuk kebutuhan anak, namun jika ditilik lebih jauh, ada 
beberapa hal yang sebenarnya masih harus dibenahi dan menurut penulis 
sendiri hal tersebut mengenyampingkan hak-hak anak yang telah di atur 
dalam Undang-undang no.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan 
juga secara tidak langsung hal tersebut berdampak pada psikologis dan 
pola tindak anak selama berada di lembaga pemasyarakatan ataupun 
ketika bebas dan membaur di keluarga dan masyarakatnya.  
Berdasarkan undang - undang nomor 12 tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan pasal 14 ayat 1 huruf a bahwa “narapidana berhak untuk 
melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya”, disini 
secara tidak langsung dibahasakan bahwa tiap individu memiliki hak untuk 
melaksanakan segala hal berkaitan dengan prosesi agama dan 
kepercayaan masing-masing yang dalam hal ini jika mengacuh pada 
bagaimana pengawasan dan pembinaan terhadap anak berkenaan 
dengan pengembangan moral keagamaan, kemudian pada pasal 14 ayat 
1 huruf b bahwa “narapidana berhak mendapat perawatan, baik 
perawatan rohani maupun jasmani” yang berarti bahwa tiap individu selain 
mendapatkan bimbingan secara jasmani yakni dengan rutinitas 
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pengelolaan fisik dengan berolahraga juga harus mendapatkan bimbingan 
secara spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.  
Kalau mengacuh pada jadwal yang disediakan lembaga 
pemasyarakatan terhadap anak, menurut penulis sendiri masih belum 
teroptimalkan apa yang telah menjadi amanah undang-undang nomor 12 
tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 ayat 1 huruf a, b. Pada 
jadwal yang telah disediakan untuk anak jelas dipaparkan bahwa anak 
memulai program pembinaan dan pengawasan pukul 07.00 pagi hingga 
pukul 18.00, sedangkan ketika berbicara soal hak dan kewajiban 
beragama khususnya islam, pengembangan moral kerohanian terhadap 
anak dalam hal peribadatan itu dimulai saat subuh dan berakhir pukul 
20.00, selain melatih kedisiplinan dalam hal peribadatan juga  
menanamkan moral keagamaan  berkenaan dengan kewajiban-kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh anak sebagai umat beragama, kecintaan 
terhadap Allah dengan menjalankan segala kewajiban yang diharapkan 
bisa mejadi bekal anak ketika kembali dilingkungan masyarakat dan 
keluarga karena itu yang menjadi tujuan dalam pengembangan dan 
perawatan rohani terhadap anak khususnya. Dengan pengembangan dan 
perawatan rohani setidaknya dapat mengubah mindset dan persepsi anak 
akan pentingnya menjalankan nilai-nilai keTuhanan serta bisa berdampak 
pada terminimalisirnya upaya untuk melakukan tindakan penyimpangan 
oleh anak. 
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Namun menurut Andi Muhammad Hamka bahwa “beribadah dan 
mempelajari ilmu agama adalah hak dari tiap anak  dan itu tidak dapat 
dipaksakan karena malah merusak psikologis anak. bagi yang mau shalat 
silahkan shalat bagi yang tidak mau yah tidak usah”, tambahnya42. Dari 
pernyataan tersebut di atas ada indikasi ketidak optimalan dari petugas 
lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan dan 
pembinaan terhadap anak warga binaan pemasyarakatan, Nampak ada 
upaya pembiaran dan ketidak pedulian terhadap pengembangan dan 
perawatan moral nilai keagamaan dari anak, padahal telah diamanahkan 
dalam pasal 14 ayat 1 huruf b tentang perawatan rohaniah (psikologis/ 
kejiwaan) bukan hanya pada tataran jasmania.  
Berdasar dari wawancara penulis terhadap beberapa anak di lembaga 
pemasyarakatan dalam hal peribadatan dan pengembangan nilai 
keagamaan, tidak terselenggara secara optimal hal ini dikarenakan tidak 
ada pembimbingan langsung dari petugas pembinaan anak. MI (16 tahun)  
menuturkan bahwa “kita hanya diawasi petugas tapi tidak dipaksa ji untuk 
shalat, yang mau shalat pergi shalat kalau tidak mau tidak apa-apa ji”. Hal 
senada dituturkan oleh AH bahwa “saya biasanya nanti pagi baru bangun, 
nanti datang petugas, jadi tidak pernah ka shalat subuh. Begitu juga kalau 
duhur, ashar biasa tidak shalat karena tidak ditegur ji juga, kalau maghrib 
sudah dikuncimi blok jadi yang mau shalat, shalat dikamarnya masing-
masing tapi kebanyakan tidak shalat.” Tuturnya. Walaupun dikatakan 
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ibadah adalah hak namun itu menjadi kewajiban bagi petugas untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan langsung berkenaan dalam hal 
peribadatan terhadap anak karena selain merupakan amanah undang-
undang juga itu akan menjadi pembelajaran tersendiri terhadap anak 
untuk membangun kedisiplinan dan persepsi bahwa pentingnya ibadah 
sebagai umat beragama juga sebagai pola pembangunan serta 
pengembangan moral keagamaan bagi anak. 
Selain masalah peribadatan, yang menjadi perhatian penulis dari 
jadwal rutinitas anak adalah proses belajar mengajar, dimana itu sudah 
jelas tertuang dalam pasal 14 ayat 1 huruf c bahwa “narapidana berhak 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran”. Dari 2 (dua) objek penilitian 
penulis yakni LAPAS Kelas I Makassar dan LAPAS Kelas II B Pare-pare, 
sama-sama mengklaim bahwa sudah dilakukan upaya pengajaran dan 
pembinaan yang semaksimal mungkin hanya saja memang masih 
terdapat beberapa kendala dalam upaya untuk mengoptimalkan proses 
belajar mengajar terhadap di anak warga binaan pemasyarakatan, adapun 
beberapa kenadala yang dimaksud yakni : 
1. Tenaga pengajar 
Tenaga pengajar merupakan masalah tersendiri dalam upaya 
melakukan pendidikan yang optimal terhadap anak di lembaga 
pemasyarakatan baik itu di LAPAS Kelas I Makassar ataupun di 
LAPAS Kelas II B Pare-pare. Kebanyakan yang menjadi pengajar 
adalah petugas lapas yang sebenarnya tidak berkompeten dalam hal 
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mengajar mata pelajaran tertentu, menurut Abdillah bahwa “kurangnya 
petugas yang memiliki kompetensi mengajar anak menjadi masalah 
tersendiri dalam upaya untuk melakukan pembinaan, pengajaran dan 
pembelajaran terhadap anak. Harusnya pemerintah yakni dengan 
dinas terkait mampu berkoordinasi dengan pihak LAPAS untuk 
melakukan pendidikan terhadap anak warga binaan pemasyarakatan,” 
jelasnya ”43.  
Pernyataan di atas sebenarnya sejalan dengan amanah undang-
undang nomor 12 tahun1995 tentang pemasyarakatan pasal 9 ayat 1 
bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan 
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menteri dapat 
mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-
badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya 
seiring dengan penyelenggaraan system pemasyarakatan”. 
sebagaimana dalam penjelasan undang-undang pasal 9 ayat 1 yang 
dimaksud dengan instansi pemerintah terkait adalah departemen 
agama, departemen pertanian, departemen pendidikan dan 
kebudayaan, departemen sosial, departemen kesehatan, tenaga kerja 
dan lainnya. Sedang yang dimaksud dengan badan kemasyarakatan 
dan perorangan lainnya semisal yayasan, LSM, dokter psikolog dan 
lainnya. Dari penjelasan tersebut memang selayaknya diperlukan 
peran dari berbagai pihak guna optimalisasi penyelenggaraan 
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pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan, bukan hanya dari pihak 
petugas pemasyarakatan saja namun peran serta pemerintah yang 
memfasilitasi sehingga terjalin komunikasi dan koordinasi antara 
instasi atau badan terkait dengan petugas Pembina anak warga binaan 
pemasyarakatan.  
2. Sarana dan prasarana 
Tidak dapat dikesampingkan bahwa dalam hal pelaksanaan 
pembimbingan anak, bukan hanya membutuhkan tenaga yang 
berkompeten dalam hal pendidikan namun juga kelengkapan sarana 
dan prasarana menjadi factor penunjang pelaksanaan pembelajaran 
yang optimal di lembaga pemasyarakatan. 
Tidak tersedianya fasilitas yang layak untuk proses pembinaan 
anak ditengaraih sebagai salah satu faktor tidak optimalnya 
penyelenggaraan pembinaan terhadap anak. Menurut Abdillah bahwa 
“tidak tercapainya proses pembinaan yang efektif dan maksimal, 
dikarenakan kurangnya konstribusi pemerintah dalam hal penyediaan 
fasilitas yang menunjang pembinaan anak di lembaga 
pemasyarakatan, yang harusnya tersedia ruangan khusus untuk 
pembelajaran anak sesuai kategori usia dan jenjang pendidikan namun 
realitasnya hal tersebut tidak terpenuhi dan anak terpaksa 
menggunkan ruangan yang apa adanya untuk pembelajaran bahkan 
menggunakan salah satu ruang kerja petugas lembaga, padahal  
Desember  2016 LAPAS Kelas II B Pare-pare sudah di sahkan menjadi 
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LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) dengan sebuah 
konsekuensi harusnya fasilitas, sarana dan prasarana sudah 
terpenuhi” tambahnya44. 
Ketidak tersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam 
menunjang proses pendidikan anak menjadi polemik tersendiri dalam 
upaya pemenuhan hak anak dalam hal pendidikan yang layak 
walaupun berstatus sebagai warga binaan pemasyarakatan. Padahal 
dengan penerapan pendidikan yang layak secara tidak langsung dapat 
mengubah psikologis anak dan mengembangkan pemikiran ke arah 
yang jauh lebih baik lagi. Menurut Andi Muhammad Hamka bahwa 
“kekurang tersediaannya sarana dan prasarana menjadi hambatan 
tersendiri bagi petugas pembinaan anak untuk melakukan proses 
belajar mengajar, juga harusnya pemerintah melalui dinas pendidikan 
lebih aktif lagi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan anak bukan 
hanya sekedar menfasilitasi ujian paket A, B ataupun C saja”45. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan MNF anak warga 
binaan pemasyarakatan menuturkan bahwa mereka baru merasa 
seperti belajar ketika ada pengajar dari luar . Hal tersebut dikarenakan 
pengajar yang berasal dari instansi, kelompok atau perorangan 
merupakan orang yang berkompeten dibidangnya dan bukan hanya 
sekedar memenuhi kewajibannya saja, mungkin ini menjadi sebuah 
tugas tersendiri bagi pemerintah agar dapat menfasilitasi kebutuhan 
                                                          
44 Abdillah, Januari 2017, wawancara di LAPAS Kelas II Pare-pare 
45 Andi Muh.Hamka, Desember 2016, wawancara di LAPAS Klas I Makassar 
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anak warga binaan pemasyarakatan demi terjaminnya hak daripada 
anak dalam hal memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak 
sebagai bekal mereka kedepannya. 
Selain masalah formal pendidikan terhadap anak ada beberapa hal 
lain yang menjadi faktor sehingga tidak efektifnya pembinaan terhadap 
anak berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan yakni ; masalah ketersediaan ruang bagi anak serta 
penempatan anak berdasarkan kategori atau jenis tindak pidana yang 
dilakukannya.  
Dalam pasal 20 undang-undang tetang pemasyarakatan dijelaskan 
bahwa “ dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di LAPAS Anak 
dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana 
yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan criteria lainnya sesuai dengan 
kebutuhan atau perkembangan pembinaan”. Menurut hemat penulis 
penggolongan dilakukan guna untuk mempermudah dilakukannya 
pengawasan, pendidikan dan pembinaan , sehingga apa yang dicita-
citakan dengan lahirnya undang-undang pemasyarakatan yang khususnya 
untuk anak dapat terlaksana dengan secara efektif dan maksimal demi 
terwujudnya perbaikan moral terhadap anak. 
Namun ditengah upaya tersebut, realita yang terjadi bahwa di LAPAS 
Kelas I Makassar khususnya terjadi penumpukan anak tiap kamarnya. 
Yang harusnya tiap kamar itu berisi maksimal 11 (sebelas) orang anak 
malah terisi lebih dari kapasitas yang sebenarnya, selain masalah 
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kapasitas kamar yang tidak semestinya penggolongan anak tiap 
kamarnya  juga tidak menjadi sebuah prioritas, padahal sudah jelas dalam 
pasal 20 undang-undang pemasyarakatan penggolongan terhadap anak 
haruslah berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis dan lama pidana yang 
dijatuhkan. Ini jelas sudah tidak bersesuaian dengan efektivitas 
pembinaan anak sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan.  
Menurut Andi Muhammad Hamka bahwa “dalam upaya untuk 
merealisasikan amanah undang-undang pihak LAPAS juga 
diperhadapkan dengan realita bahwa LAPAS Kelas I Makassar bukanlah 
LAPAS Khusus anak, jadi hanya tersedia 1 (satu) blok khusus untuk anak 
untuk menampung 96 orang anak warga binaan pemasyarakatan, dan 
mau tidak mau akan terjadi penumpukan jumlah anak di tiap kamarnya”46. 
Ini kemudian yang dijadikan dalih oleh pihak petugas pemasyarakatan 
sehingga harus terjadi penumpukan jumlah anak, jelas ini tidak efektif 
dalam upaya untuk melakukan pembinaan ditambah lagi tidak ada 
pemerataan berdasar usia, jenis maupun lama pidana.  
Selain ketersedian ruang yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, 
hal yang lainnya yang menurut penulis menjadi sebuah permasalahan 
sehingga tidak efektifnya proses pembinaan terhadap anak di Lembaga 
Pemasyarakatan adalah terlalu banyaknya waktu luang anak tanpa 
adanya kegiatan berarti serta kurangnya pengawasan terhadap mereka. 
Dari hasil penelitian penulis banyak kemudian anak diwaktu luangnya 
                                                          
46 Andi Muh.Hamka, Desember 2016, wawancara di LAPAS Klas I Makassar 
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digunakan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan narapidana 
dewasa, tanpa adanya pengawasan dari pihak petugas pemasyarakatan, 
bahkan tidak sedikit dari mereka kemudian bisa bebas mendapatkan 
rokok dan merokok bersama narapidana dewasa. menurut penulis sendiri 
dalam kondisi demikian akan menjadi jalan bagi terjadinya prisonisasi 
yakni proses mentransfer pengalaman tindak pidana dari narapidana 
dewasa kepada anak.  
Menurut AH yang menuturkan bahwa selama berada di lembaga 
pemasyarakatan dia sering berinteraksi dan bersosialisasi dengan 
narapidana dewasa diwaktu senggang, secara gamblang dia 
menceritakan pelajaran apa saja yang dia peroleh dari narapidana 
dewasa. Dari proses ini saja sudah nampak jelas bahwa terjadi proses 
pembelajaran oleh anak terhadap jenis tindak pidana lainnya, yang bukan 
tidak mungkin akan dia realisasikan ketika sudah berada di likungan 
masyarakat dan keluarganya. 
Efektifitas pelaksanaan system pemasyarakatan tidak hanya bertumpu 
pada peran anak, keluarga dan masyarakat. Mereka hanya unsure 
pendukung dari pelaksanaan sistem. Sebagaimana pendapat Lawrence 
M. Friedmann bahwa sistem diibaratkan sebuah mesin yang 
membutuhkan kompenen utama yang menggerakkannya, norma dan 
struktur dalam hal ini sebagai kompenen mesin sedangkan proses 
merupakan pelumas agar mesin bisa bergerak dengan baik. Namun 
ketidak lengkapan rujukan dalam mengatur hak anak serta mekanisme 
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pembinaan memberikan dampak pada minimnya perlindungan anak 
dalam rangka pembinaan dan reintegrasi anak. Peraturan terknis 
pelaksana termasuk peraturan menteri pun belum mampu mengakomodir 
hak-hak anak seperti yang tertuang dalam undang-undang mengenai 
anak lainnya. Hak rekreasi, hak atas pendidikan dan kesehatan termasuk 
hal yang belum terlaksana secara efektif dan maksimal. 
Pemenuhan hak anak pengaturannya sama dengan narapidana 
dewasa, petugas yang pernah mendapatkan pembekalan mengenai 
UUPA juga hanya segelintir sehingga kualitas layanan anak pun sangat 
tergantung dengan perspektif dan komitmen pemimpin. Rencana tentang 
pengefektifan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) seolah 
hanya menjadi sekedar wacana saja, belum ada tindak lanjut yang 
menunjukkan adanya angin segar tentang upaya untuk terlaksananya 
program pembinaan yang efektif, karena pada kenyataannya semenjak 
berdirinya LPKA di kota Parepare masih belum bisa terefektifkan dengan 
berbagai dalih, alasan dan pertimbangan-pertimbangan padahal jika 
melihat kondisi LAPAS Kelas I Makassar yang sebenarnya sudah tidak 
layak lagi untuk digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembinaan 
terhadap anak sebagai warga binaan pemasyarakatan.  
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan berapa hal sebagai berikut: 
1. Peran psikologi hukum dalam pemenuhan dan perlindungan 
hak bagi anak warga binaan pemasyarakatan harus 
mendapatkan perhatian yang serius. Anak sebagai investasi 
bangsa perlu mendapatkan bimbingan dan layanan yang utuh 
tanpa mengabaikan kondisi psikis atau emosional anak, 
sebagaimana diketahui bahwa delinquency hadir karena 
pengaruh lingkungan seperti keluarga, pendidikan maupun 
sosial masyarakat sehingga tidak memandang secara 
diskriminatif terhadap anak hanya sebagai pelaku tindak 
pidana namun memperlakukan anak layaknya korban yang 
membutuhkan sebuah bimbingan baik dalam hal pendidikan 
formal maupun moral keagamaan. 
2. UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dianggapbelum 
efektif untuk dijadikan acuaan dalam hal melakukan pembinaan 
terhadap warga binaan, yang walaupun ada pasal tertentu yang 
mengatur tentang pembinaan anak namun belum efektif dalam hal 
praktek penyelenggaraannya. Haruslah aturan tentang anak lebih 
spesifik dan khusus mengenai bagaimana sistematika penanganan 
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dan pembinaan anak serta bagaimana memaksimalkan tenaga 
Pembina kemasyarakatan agar bisa lebih efektif. 
 
B.  Saran 
1. Harus ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Makassar 
agar pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukumdapat 
dilakukan secara maksimal. 
2. Agar dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak perlu untuk 
memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak dalam hal 
pemenuhan hak-hak anak yang didukung oleh sarana prasarana 
yang memadai, tenaga yang berkompeten dalam melakukan 
pembimbingan terhadap anak  juga peran serta berbagai elemen 
baik dari pemerintah terkait, petugas pembinaan anak juga peran 
serta keluarga. Yang saling berkoordinasi dalam upaya untuk 
melakukan rehabilitasi dan pembinaan terbaik untuk anak. 
3. Perlunya melakukan perbaikan kualitas penegak hukum dan 
instrumen yang terkait khususnya dalam penanganan pembinaan 
dan  pemenuhan hak-hak anak sebagai warga binaan 
pemasyarakatan yang membutuhkan pembimbingan baik secara 
akademis maupun moral. 
4. Perlunya peran besar Psikolog dan Tokoh Agama dalam 
pembinaan dan pemulihan jiwa anak yang berhadapan dengan 
hukum di Lembaga Pemasyarakatan. 
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